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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A, Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang
relevan sebagai referensi awal. Melalui hasil dari beberapa penelitian
terdahulu tersebut, maka akan dapat membenkan sebuah dugaan sementara
untuk hasil dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang relevan
pertama dilakukan oleh Robhman (2007) yang berjudul “Pengaruh Peran
Manajerial Pengelola Keuangan Daerah (PKD) dan_Fuagsi Pemeriksaan
Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survei pada Pemda Kota,
Kabupaten, dan Provinsi di Jawa Tengah)?,

Hasil dari penelitian tersebut'adalah bahwa peran manajerial PXD dan
fungsi pemeriksaan intern berpengarnth terhadap kinerja Pemerintahan Daerah
(Pemda). Adapun pengaruh tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara
lain: masa penelitian/yang dilakukan pada masa transisi, masih ada PKD yang
memiliki pengetahuan akuntansi katepori belum memadai, hal baru dalam
pengelolaan *keuangan belum sepenuhnya dipahami oleh pelaksana
pengelolaan keuangan pada Pemda, fungsi pemeriksaan intern belum
dilaksanakan secara optimal karena ada tumpang tmdxh pelaksanaan
pemeriksaan intern yang dilakukan beberapa lembaga pemeriksa, dan
pengaruh faktor lain terhadap kinerja (misal motivasi, reward, sistem,
peraturan perundang-undangan, budaya organisasi, kepemimpinan, dan lain
sebagainya).
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Kemudian penelitian terdahulu yang relevan kedua dilakukan oleh
Gusnardi (2009) dengan judul “Peran Audit Kinerja dalam Menilai Efisiensi
dan Efektivitas Perusahaan”. Dalam penelitian tersebut akan menganalisis
audit kinerja perusahaan dengan tujuan untuk mengetahut strategi usaha yang
dijalankannya. Hal ini dikarenakan manajemen audit merupakan scbuah
sinyal awal untuk menemukan kendala kinerja sebuah perusahaan. Adapun
kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa di perusahaan belum ada
keseragaman istilah terhadap audit kinepa (program audit, auditing
manajemen, audit operasional, audit efektivitas, audit éfisiensi, program
result auditing). Selain itu, audit kinerja juga bermanfait untuk membanty
pimpinan dalam melaksanakan tugas dan{ tangpung jawabnya, serta
memberikan informasi yang bermutu ddn tepat waktu untuk pengarabilan
keputusan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.

Penclitian terdahuiu yang ‘relevan ketiga dilakukan oleh Yuniarti
(2009} dengan judul “Pengaruh Kompetensi, Objektivitas, dan Kinerja
Auditor Internal Terbadap K eefektifan Fungst Audit Internal”. Adapun tujuan
dari penelitian‘tersebut adalah untuk menemukan sebuah kejelasan dan bukti
empiris, yang dapat mendukung kompetensi, 'objektivitas, dan kinerja auditor
secara serempak maupun secara parsial terbadap keefektifan fungsi audit
intemnal. Pepelitian tersebut dilakukan pada divisi internal audit BUMN di
Bandung. Hasil penelitian yang didapatkan antara lain: pengaruh kompetensi,
objektivitas, dan kinerja auditor internal secara simultan terhadap keefektifan
fungsi audit internal lebih kecil dibanding faktor lain; kompetensi auditor

internal merupakan faktor yang paling besar mempengaruhi keefektifan
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fungsi audit internal; faktor kedua yang berpengaruh paling besar adalah
kinefja auditor internal; faktor ketiga yang mempengaruhi fungsi audit
internal adalah objektivitas auditor internal. Dengan demikian, kompetensi
auditor internal merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi fungsi

audit internal.

B. Kajian Teori
1. Sumber Daya Magusia (SDM)
a. Definisi SDM

Menurut Hasibuan (2005:76), SDM\adalah pegawai atau
karyawan yang bekerja pada organiSasi_tertentu. Sementara itu
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesis, definisi SDM adalah potenst
yang dimiliki manusia unttik “dapat dikembangkan sehingga
bermanfaat untuk prosés produksi. Sedangkan menurut Salusu (dalam
Tangkilisan, 2007710), SDM adalah sebuah proses untuk
mengendalikan manusia yang berkumpul pada suatu organisasi secara
efektif\dari efisien untuk mewujudkan tujuan dari organisasi yang
bersangkutan.

Dari beberapa definisi SDM di atas, maka dapat disimpulkan
definisi SDM adalah orang yang bekerja pada organisasi terteatu
untuk membantu organisasi tersebut mewujudkan tujuannya yang
telah ditetapkan. Adapun wjuan yang telah ditetapkan tersebut
biasanya dijadikan visi sebuah organisasi. Dengan demikian, SDM

akan memiliki arah saat bekerja pada organisasi tertentu. SDM juga
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merupakan pilar penyangga sebuah organisasi, apalagi di bidang
pemerintahan. Dengan demikian, SDM memiliki peranan yang sangat

vital pada sebuah organisasi.

b. Peranan SDM dalam Organisasi

SDM merupakan faktor yang sangat penting untuk
pemerintahan agar dapat menjalankan fungsinya dengan benar. Hal ini
dituntut dengan teori yang disebutkan oleh Susilo (2002:3) yang
menyebutkan bahwa SDM merupakan pilar penyangga utama dan
penggerak roda organisasi dalam mewwjudkan visi dan misi
tujuannya. Hal tersebut didukung oléh pernyataan Al (2009:115)
yang menyebutkan bahwa SDM\ merupakan fakior penting dalam
suatu proses pembangunan diSuatt orgamisast. Fakior SDM dianggap
penting karena faktor‘tersebut bukan hanya sebagai objek, melainkan
sebagai subjek.

Apélagi di'dalam pemerintahan, SDM memiliki peranan yang
sangat “besat. Jika di dalam pemerintahan terdapat SDM yang
berkualitas, maka pemerintahan tersebut akan berjaya. Jika dilihat dari
sisi perekonomian pegara, kejayaan suatn pemerniahan akan
menjadikan perekomian negara tersebut akan menjadi lebih baik.
Dengan demikian, meningkatkan kualitas SDM penting untuk

dilakukan sebagi sebuah usaha untuk meningkatkan kinerja.
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2. Kinerja
a. Definisi Kinerja Menurut Ahli

Kinerja berasal dari pengertian performance yang dapat
diartikan sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun, sebenamya
kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja,
tetapt termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung (Wibowo,
2007:7). Armstrong dan Baron (1998:15) menambahkan tentang
definisi kinerja yang merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai
hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan
konsumen, dan memberikan kontribusi pada-ekonomi. Konsep kinerja
(performance) juga dapat didefenisikap/sebagai sebuah pencapaian
hasil atau the degree of accomplishment (Byars dalam Keban,
1995:1).

Flippo (1993:13) miengemukakan bahwa kinerja adalah suatu
hasil yang dicapai_ol¢h para pekerja dalam pekerjaannya menurut
kriteria teftentn yang berlaku untuk suatu pekegjaan terientu dan
dievaluasi oleh orang-orang tertentu. Pendapat lain disampaikan oleh
Handoko (1984:143), bahwa kinerja merupakan keadaan emosional
yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Hal ini akan tampak
dan sikap positif karyawan terhadap segala sesvatu yang dihadapi di
lingkungan kerja. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Tiffin
(dalam As'ad, 1991: 104) mengatakan bahwa kinerja berhubungan
erat dengan sikap dari karyawan terhadap pekerjaannya, siiuasi kerja,

kerjasampa antara pimpinan dengan karyawan, dan antarkaryawan.
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Dalam pengertian ini dapat diketahui bahwa kinerja sebagai basil
interaksi manusia dengan lingkungan kerja. Istilah kinerja sering
digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu
maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika
individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria
keberhasilan yang telah ditetapkan (Mahsun, 2006:25).

Sementara menurut Robbins daiam bukunya “Organizational
Behavior” (2007:6) mendefinisikan kincrja merupakan sebuah fungsi
dari interaksi antara kemampuan (abifity) dan motivasi (motivation).
Adapun kemampuan disini diartikan sebagai sebudli kecerdasan dan
keahhan yang dimiliki seomag indivisu,'semientara motivasi diartikan
sebagai sebuah kesempatan. Adapun model kinerja menurut Robbins

dapat dilihat pada Gambar. 2.1 berikut:

Performance

r F 3

Motivation Y& ‘ Opportunity

Gambar 2.1. Model Performance Robbins
(Sumber: Robbins, 2007:6)

Dari Gambar 2.1. di atas dapat dilihat bahwa kinerja merupakan

interaksi antara kemampuan, motivasi, dan keinginan yang saling
16
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mendukung. Adapun ketiga faktor tersebut akan saling mempengaruhi
antara satu dengan yang lain untuk menghasilkan sebuah kinera.
Semakin tinggi kemampuan, motivasi, dan keinginan seseorang, maka
akan dapat menciptakan kinerja yang tinggi pula.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah suatu keadaan
vang mencerminkan tingkat pencapaian pélaksanaan pekerjaan di
suatu institusi yang didasarkan pada sikap dari karyawan terhadap
pekerjaannya, situasi kerja, kerja sama antara pimpinan dengan
karyawan, dan antar karyawan terhadap _ aspek-aspek yang
dihadapinya di lingkungan kerja dalam mewujudkan suatu sasaran,
tujuan, misi dan visi organisasi ydng-icrtuang dalam sfrategic

planning suat organisasi.

b. Penilaian Kinerja Karyawan

Dari serangkaian definisi kinerja di atas, diperoleh gambaran
bahwa tujdan’ sebuah organisasi hanya akan dicapai apabila didukung
olehpara pegawai dan unit-unit kerja yang terdapat di dalamnya. Oleh
karena itu dapat dikatakan bahwa Kinerja organisasi adalah tergantung
kepada kinerja para pelaku yang terdapat pada unit-unit organisasi
yang ada di dalamnya. Seperti contolmya di dalam organisasi
Bawasda, kinerja sebuah organisasi Bawasda adalah tergantung dari
kinerja para pegawai yang terdapat di dalamnya.

Seperti yang diungkapkan oleh Prawirosentono (1993:3)

bahwa terdapat hubungan yang erat antara kinerja perorangan
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(individual performance) dengan kinerja lembaga (instifutional
performance). Dengan perkataan lain, jika kinerja seorang karyawan
baik maka kemungkinan besar kinerja perusahaan (sorporate
performance) juga baik. Menurut Dessler (1992: 512) alasan perlunya
menilai karyawan adalah sebagai berikut: (a) Menyediakan informasi
sebagai dasar, pengambilan keputusan promosi dan  kompensasi; (b)
Menyediakan kesempatan bagi karyawan untuk bersama-sama
meninjau perilaku karyawan berkaitan dengan pekerjaan”. Jadi,
penilaian kinerja sangat penting khususnya sebagai dasar pengambilan
keputusan dan sebagai alat kontrol antar pegawai.

Simamora (1997:485) menambahkan bahwa maksud
penetapan tujuan kinerja adalah menyusun sasaran yang berguna tidak
hanya untuk evaluasi kinena“pada akhir periode, tetapi juga untuk
mengelola proses kerja‘selama periode tersebut. Sasaran sebagai alat
untuk mengarahkan karyawan dalam memfokuskan kegiatan ke arah
tertentu ddri”pada lainnya. Simamora menyatakan bahwa dalam
kinerjanitu harus dilihat proses dan hasil, jadi tidak hanya hasilnya
saja, Sedangkan menurut Cascio (dalam Ruky, 2002:13) penilaian
kinerja menekankan bahwa yang dinilai adalah job relevarnt strengths
and weaknesses, yaite kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan
karyawan yang relevan dengan pekerjaannya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja sebuah
organisasi itu sangat perlu baik pada proses maupun hasil, baik pada

pegawai maupun bagi organisasi, dalam hal ini adalah organisasi
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pemerintah daerah guna mengetahui apakah kinerja yang dilakukan
pegawai itu sudah memenuhi harapan atau sebaliknya, sehingga

dengan penilaian tersebut dapat diketahui dan ditingkatkan kinerjanya.

¢. Indikator Penilaian Kinerja Karyawan

Pengukuran kinerja digunakan untuk penilaian  atas
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijaksanzan
sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka
mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja
tersebut mencakup  indikator-indikator~ ‘pencapaian  kinerja.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka ‘pefialis’ mencoba memaparkan
berbagai pendapat para ahli tentarig.indikator kinerja.

Menurut Robertson {dalamm Mahsun, 2006:25) pengukuran
kinerja adalah suatu preses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap
tuyjuan dan sasaran syang telah ditetapkan sebelumnya termasuk
informasi, Adapun tujuan dan sasaran tersebut ditetapkan berdasarkan
efisiénsi, penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan
jasa, kuvalitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa
diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa janh peianggan
terpuaskan), hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang
diinginkan, serta efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Pada tingkal organisasi, terdapat banyak pendapat para ahli
yang menjelaskan tentang indikator yang dapat dipakai untuk

mengukur kinerja organisasi, khususnya organisasi scktor publik.
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Salah satunya adalah sebagaimana dikemukakan oleh Dwiyanto, dkk.
{2002:48-49) menyebutkan ada beberapa ukuran dari tingkat kinerja
suatu organisasi publik yaitu :

1) Produktivitas;

2) Orientasi kualitas layanan kepada pelanggan;

3) Responsivitas;

4) Responsibilitas; dan

5) Akuntabilitas.

Sedangken pada tingkat individu secara umum unsur yang
dilihat dalam proses penilaian kinerja yang, dilakukan oleh instansi
pemerintah terhadap para pegawainyd adaloh melalui DP3 (Daftar
Pepilaian Prestasi Pegawai), m€nyangikut tentang nilai-nilai yang
dicapai seorang pegawai neger sipil yaitu kesetiaan, prestasi kerja,
tanggungjawab, ketdatan,’ kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan
kepemimpinan selama satu tahun bekerja.

Selanjutnya Latemmer dan Levine (1993:77) mengemukakan
hal yang sama bahwa indikator kinerja karyawan dapat dilihat dari :

1)) Keteraturan dan ketepatan wakiu ketja.

2) Karyawan harus bekerja di tempat kerja selama jam kerja dan
selesainya secara teratur dan benar.

3) Kepatuhan terhadap aturan dan sistem kerja.

4) Peraturan dan sistem kerja yang dibuat serta menjadi pedoman
kerja dipatuhi secara baik dan benar.

5) Kualitas dan kuantitas pekerjaan yang memuaskan.
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6) Pekerjaan yang dilakukan dengan kualitas dan kuantitas tinggi
dapat memuaskan yang bersangkutan dan perusahaan.

7) Penyelesaian pekerjaan dengan semangat yang baik.

8) Kinerja tidak hanya menyangkut ketaatan seseorang karyawan
pada perusahaan, tetapi juga menyangkut semangat dan
kegairahan kerja. Setiap karyawan idealnya harus dapat bekerja
dengan penuh tanggungjawab, bukan keterpaksaan alau karena
takut mendapatkan sanksi.

9) Hubungan dan komunikasi yang efektif.

10) Kinerja yang baik tidak akan muncul~tanpa ada hubungan dan
komunikasi yang efektif antara pimpinan dan karyawan.

11) Mampu memberikan motivasi dannila tambah.

12) Kinerja yang baik akan selalu menjadi motivasi dalam bekerja
dan dihargai sebagai suatu nilai tambah seorang karyawan.

13) Tanggungjawab terhadap aset perusahaan.

14) Kinenja vang baik akan selalu bertanggungjawab dengan baik
setiap menggunakan atau memanfaatkan aset perusahaan.

Beberapa pendapat pakar tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa
penilaian Kinerja  seorang karyawan/pegawai dalam organisasi
setidak-tidaknya dapat dilihat dari tingkat kualitas dan kuantitas kerja,
tingkat disiplin kerja, tingkat efisiensi kerja, tingkat kemandirian kerja
dan kemampuan networking. Selanjutnya seperti yang dikemukakan
oleh Jan Erik Lane (dalam Agusman, 2004:27) bahwa yang umum
dianggap sebagai indikator kinerja antara lain adalah:
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1) Responsivitas,

2) Efisiensi,

3) Kepentingan publik,

4) Kepentingan privat, dan

5) Fungsi-fungsi khusus.

d. Kinerja Pelayanan Publik dan Indikatornya

Berhasil atau tidaknya organisasi pemerintah dalam
pencapaian hasil dengan pendekatan akuniabilitas tersebut sangat
dipengaruhi oleh tingkat kinerja dari pegayvay, baik secara individual
maupun secara kelompok, dengan asumsi’bahwa semakin baik kinena
pegawai maka diharapkan Kinerja ‘organisasi akan semakin baik pula.
Sehubungan dengan hal ters€buidi atas, maka penelitian ini dalam
mengukur sejauhmana “kinerja pejabat strukhural menggunakan &
kriteria antara jain semangat kerja, instatif, kegasama, tanggungjawab,
kualitas dan Kuantitas.

Terbatasnya informasi mengenai kinerja birokyasi publik
terjadi karena kinerja belum dianggap sebagai suatu hal yang penting
oleh pemerintah. Tidak tersedianya mformasi mengenai indikator
birokrasi publik menjadi bukti dari ketidakseriusan pemerintah untuk
menjadikan kinerja pelayanan publik sebagai agenda kebijakan yang
penting. Perlakuan pemerintah terhadap birokrasi seringkali tidak ada
hubungannya dengan kinerja birokrasinya. Misal dalam menentukan
anggaran birokrasinya, pemerintah sama sckali tidak mengaitkan
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anggaran dengan kinerja birokrasi. Anggaran birokrasi publik selama
ini lebih didasarkan atas input, bukan output. Anggaran yang diterima
oleh sebuah birokrasi publik lebih ditentukan oleh kebutuhan, bukan
oleh hasil yang akan diberikan birokrasi pada masyarakatnya.
Akibatnya dorongan untuk mewuwjudkan hasil kinerja cenderung
rendah dalam kehidupan birokrasi publik.

Kesulitan lain dalam menilai kinerja birokrasi publik muncul
karena tujuan dan misi birokrasi bukan hanya sangat kabur, tetapi juga
bersifat multidiemosional. Kenyataan bahwa  birokrasi memiliki
stakeholders yang banyak dan memiliki kepentingan yang sering
berbenturan satu dengan lainnya piemibuat birokrasi mengalarni
kesulitan untuk merumuskan rmisi yang jelas. Akibatnya ukuran
kinerja organtsasi di mata srakéholders berbeda-beda.

Zeithmyal, Paraswraman, dan Berry (dalam Dwiyanto, dkk.,
2002:51) mengemukakan bahwa kinerja pelayanan publik dapai
dilihat mélalui berbagai indikator yang sifatnya fisik, seperti
tersedianya gedung pelayanan yang representatif, fasilitas pelayanan
berupa televisi, ruang tunggu yang nyaman, peralatan pendukung vang
memiliki teknologi canggih, misalnya komputer, penampilan aparat
yang menarik di mata pengguna jasa, seperti seragam, assesories, serta
berbagai fasilitas kantor pelayanan yang memudahkan pelayanan bagi
masyarakat.

Untuk mengetahui kinerja pemerintah, perlu dilakukan

penilman tentang efektivitas penyelenggaraan pemerintahan yang
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dapat diukur melalui pencapaian hastl atau pencapaian tujuan,
pelaksanaan fungsi dan orientasi visi, Rue dan Byars (dalam Keban,
1995:1) mengemukakan bahwa:
“Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil ataw pencapaian tujuan
organisasi. Kinea berfacdah untuk menilai kuantitas, kuoalitas dan
efisiensi  pelaksanaan  tugas-tugas  pemerintahan  dalam
menyelenggarakan fungsi pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan
serta motivasi kerja aparatur pemerintahan”.
Kumorotomo (2005:103) menambahkan bahwa kinerja organisasi
publik merupakan hasil akhir (owfput) organisasi yang sesuai dengan
fujuan organisasi, transparan dalam pertanggungjawaban, cfisien,
sesuat dengan kehendak pengguna jasa erganisasi, visi dan misi
organisasi, berkualitas, adil, serta diselenggarakan dengan sarana dan
prasarana yang memadai. Dengarl defiiiisi tersebut, maka kriteria yang
dijadikan pedoman dzlam menilai kinerja organisasi pelayanan publik,
antara lain:
1. Efisiensi
Efisiensi ini menyangkut pertimbangan tentang
keberhasilan organisasi  pelayanan publik  mendapatkan
keuntungan dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi dan
pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis,
2. Efektivitas
Efektivitas menunjukkan taraf tercapainya keberhasilan.
Efektivitas ini sering dikaitkan dengan pengertian efisien,
walaupun sebenarnya keduanya berbeda. Efektivitas menekankan

pada hasil yang dicapai, sementara efisiensi melihat pada cara
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mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara
input dan output yang dimiliki.
3. Keadilan
Keadilan ini mempertanyakan distribusi dan alokasi
layanan yang diselenggarakan oleh pelayanan publik.
4. Daya tanggap
Organisasi pelayanan publik merupakan bagian dan daya
tanggap negara atau pemerintah terhadap kebutuhan vital
masyarakat. Oleh karenanya, kriteria organisasi tersebut secara
keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan seeara transparan
demi memenuhi kriteria daya tanggap:

Pengukuran kinerja pemtrintah” tidak cukup hanya menilai
indikator-indikator yang melekat pada penyelenggaraan pemerintahan
seperti efisiensi dan gfektivitas kerja, namun harus diamati juga dar
indikator-indikator _yang melekat pada pengguna jasa, seperti
kepuasan  jasa, ,akuntabilitas aparatur, dan responsivitas. Penilaian
kinerja\dari’ sisi pengguna jasa menjadi sangat penting karena
pemerintah seringkali menggunakan kewenangan monopolis sehingga
pada pengguna jasa tidak memiliki altematif sumber pelayanan.
Ketika pelayanan yang diberikan pemerintah tidak memuaskan
pelanggan, maka pengguna jasa tidak dapat berbuat banyak karena
tidak ada pilihan lain, sehingga puas tidak puasnya masyarakat

terpaksa menerima apa adanya.
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Kesulitan mendasar dalam penilaian kinerja pemenntah adalah
terbentur pada masih kaburnya Visi dan Misi birokrasi pemerintah
bahkan juga disebabkan oleh terlalu multidimensionalnya tujuan dan
misi pemerintah sehingga sulit untuk dilakukan penilaian. Disisi lain
pemerintah sebagai pelayan publik juga mengalami kesulitan dalam
merumuskan misi yang jelas. Akibatnya ukuran kineria pemerintah di
mata masyarakat juga berbeda-beda.

Pengukuran kinerja pemerintah yang dilakukan melalui
pertanggungjawaban aparatur pemerintah terhadap, implementasi
tugas, peran dan fungsinya. Responsibilitas.menurt Herbert J. Sapiro
(dalam Ndraha, 1997:70) ialah: “Acceountability, cause dan obligation.
Adapun pengukuran kinerja pemerintahan dalam penelitian ini
dilakukan dengan menggnakan indikator-indikator kualitas
pelayanan, responsiblitas, responsivitas dan akuntabilitas™.

Menurut-Swasto (1996:47) prestasi kerja (kinerja) merupakan
tindakan-tindakan atau pelaksanaan tugas yang telah diselesaikan oleh
seseorang dalam kurun waktu tertentu dan dapat diukur. Ada beberapa
cara uhtuk mengukur prestasi kerja, yakni : (1) Kuantitas kerja; (2)
Kualitas kerja; (3) Pengetahuan tentang pekerjaan; (4) Pendapat dan
atau pemyataan yang disampaikan; (5) Keputusan yang diambil; (6)
Perencanaan kerja; (7) Daerah organisasi kerja.

Bagaimana cara untuk mengetahui kinerja? Tidak semua
pengukuran kinerja dapat dipakai dalam suatu penilaian kinerja, tentu
hal ini harus disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang akan dinilai.
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Menurut (Amold dan Feldman, 1996:97) parameter kinerja dapat
dilakukan berdasarkan graphic rating dengan indikator yaitu: kuantitas
kerja; kerjasama dan keputusan. Dharma (dalam Thoha, 1989:68)
mengemukakan bahwa hampir seluruh cara pengukuran kinerja
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1) Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan;

2) Kualitas, yaitu mutu yang dihasilkan;

3) Ketepatan waktu, yaitu kesesuaian dengan waktu yaog telah

direncanakan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka yvang menjadi acuan
kinerja pejabat dalam penelitian ini ak#n diarahkan kepada; kuantitas,
kualitas dan ketepatan wakiu dalam\penyelesaian setiap pekerjaan
kepada masing-masing pejabat) Pengukuran kineja pada tingkat
lembaga/instifust mefupakan fenomena baru di Indonesia vang
berkembang seinng dengan tuntutan reformasi yang menguat pada
akhir tahufi 4990-an. Sebagai respon terhadap tuntutan penerapan
nilai-nilai ~ fata pemerintahan yang balk, maka pemerintah
mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaznnya dijabarkan
dalam Keputusan Kepala Lembaga Adininistrasi Negara Nomor 589
Tahun 1999.

Di dalam Inpres tersebut, dikemukakan batasan pengertian
kinerja  sebagai  tingkat  pencapaian  pelaksanaan  suatua

kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan,
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visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja mencakup pengukuran
terthadap kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan. Selama
melaksanakan kegiatan, seluruh data kinerja dicatat dan dikumputkan.
Data kinerja merupakan capaian kinerja yang dinyatakan dalam suatu
periode pelaksanaan tertentu. Indikator kinea yang menggambarkan
tingkat pencapaian suatu kegiatan dalam suatu periode tertentu
mencakup lima aspek, yaitu :

1) Indikator masukan, adalah dana, sumber daya manusia,
informasi, kebijaksanaan/peraturan  dan | sebagainya yang
dibutubkan agar pelaksanaan kegiatan \dapat berjalan untuk
menghasilkan keluaran;

2) Indikator keluaran, adalali\segala sesuatu yang diharapkan
langsung dicapai dan “suai” kegiatan yang dapat yang dapat
berupa fifik atau nen fisik;

53) Indikator-hasil, ‘adalah scgala sesuatu yang mencenninkan
berfuingsinya keluaran kegiatan dalam jangka menengah (efek
langsung),

4), Indikator manfaat, adalah segala sesuatu yang terkait dengan
tujuan akhir dan pelaksanaan kegiatan;

5) Indikator dampak, adalah pengaruh yang ditimbulkan baik
positif maupun negatif pada setiap tingkatan indicator
berdasarkan asumsi yang ditetapkan satu tahun (Rasul,

2003:20).
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Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang di
lakukan secara terus menerus di lakukan atasan langsung terhadap
bawahannya secara preventif atau represiv agar pelakasanaan tugas
bawahan berjalan secara efektif dan efisien sesuat dengan rencana
kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ( Inpres No
1 Tahun 1989). Secara singkat dapat di katakan waskat lebih di
arahkan terhadap perbaikan suatu sistem yang mampu mengarahkan
dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugasnya mencapai
tujuan dan sasaran organisasi yang di tetapakan' serta mampu
mencegah terjadinya penyimpangan, kebocoran, dan pemborosan
keuangan negara. Pengawasan legislatif-adalah pengawasan yang
dilakukan oleh lembaga perwakilanvrakyat baik di tingkat pusat
(DPR) maupun di tingkat-daerdzh (DPRD). Bentuk pengawasan
tersebut lebih di dominasi dan sudut pengawasan politik. Pengawasan
masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat
melalui rediamedia yang tersedia seperti melalui media massa.
Pegawasan” fungsional adalah pengawasan yang di lakukan oleh
aparat’ yang tugas pokoknya melakukan pengawasan seperti BPKP,
Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat utama Lembaga
Pemerintah Non Departemen (LPND) dan Badan Pengawas Daerah
(Bawasda).

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan
dalam Keputusan Men.PAN Nomor. KEP/26/M.PAN/2/2004, yang

kemudian dikembangkan menjadi 14 unsur yang “relevan, valid” dan
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“reliable”, sebagali unsur minimal yang harus ada untuk dasar

pengukuran indeks kepbasan masyarakat adalah sebagat berikut:

1) Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan terhadap pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan
alaur;

2) Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan tekmis dan
administratif yang diperiukan untuk mendapatkan pelayanan
sesuai dengan jelas pelayanannya;

3) Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan, dan kepastian
petugas yang memberikan pelayapnan \(pama, jabatan serta
kewenangan dan tanggung jawabnya);

4) Kedisipinan petugas pelayanan) yaitu kesungguehan petugas
dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi
waktu kefja sestai ketentuan yang berlaku;

5) Tanggungjawab petugas pelayanan, yaitu kcjelasan wewenang
dan ‘taiiggung jawab petugas dalam menyelenggarakan dan
penyelesaian pelayanan;

6)) Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan
keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan
menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;

7) Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat
diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh wunit

penyelenggara pelayanan;
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8) Keadaan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan
dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang
dilayaninya;

9) Kesopanan dan Keterampilan petugas, yaitu sikap dan perilaku
petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
secara sopan dan ramah serta saling mengharpat dan
menghormati;

10) Kewajaran biaya pelayanan, yaiiu keterjangkauan masyarakat
terhadap besarya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;

11) Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang
dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;

12) Kepastian jadwal pelayanany yaitu pelaksanaan waktu
pelayanan sesuai dengasi Ketentuan yang telah ditetapkan;

13) Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana
pelayanan, ‘yang bersih, rapi, dan teratur sehingpa dapat
mermiberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;

14} Keamanan pelayanap, yaitu terjaminnya tingkat keamanan
lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang
digunakan, sehingga masyarakat merasa temang untuk
mendapatkan  pelayanan terhadap resiko-resiko yang
diakibatkan dan pelaksanaan pelayanan.

Indikator jain untuk mengukur kinerja birokrasi publik
sebagaimana dikemukakan oleh (Dwiyanto, dkk., 2002: 50) scbagai
berikut:
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1) Produktivitas, konsep produktivitas tidak hanya mengukur
tingkat efisiensi tetapi juga efektivitas pelayanan.

2) Kualifas layanan, keuntungan utama menggunakan kepuasan
masyarakat sebagai indikator menilai kinerja adalah informasi
mengenai kepuasan masyarakat tersedia secara mudah dan
murah yang seringkali diperoleh melalui media massa atau
diskusi publik.

3) Responsivitas; adalah kemampuan organisasi uptuk mengenai
pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan
publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi/masyarakat,

4) Responsibilitas; kebutmhan masyarakat, menyusun agenda dan
prioritas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan operasional
dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar
dengan kebjjakan, organisasi, baik secara implisit maupun
eksplisit oleh sebab itu responsibilitas bisa saja pada suatu
ketika berbenturan dengan responsivitas.

5) sdkuniabilitas, menyuk pada secberapa besar kebijakan dan
kegiatan organisasi publik funduk pada pejabat publik yang
dipilih oleh rakyat dengan sendirinya akan sclalu dalam konteks
ini konsep akuntabilitas digunakan vmtuk melihat seberapa besar
kebijakan organisasi publik konsisten dengan kehendak rakyat.

Selain dan berbagai konsep yang dikemukakan di atas,
menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor:

589/1X/6/Y/99  tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan
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Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja adalah gambaran
mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan/progranvkebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan,
misi, dan visi organisasi. Untuk melaukan evaluasi kinerja maka di
perlukan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator

kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja.

3. Konsep Dasar Andit
Menurut Halirmn (2008:1) bahwa definisi_ audit yang sangat
terkenal adalah definist yang berasal dari ASOBAC (A Sratement éf
Basic Auditing Concept) yang mendefiriisikan ‘auditing sebagai suatu
proses sistematis untuk menghimpun ‘dan mengevaluasi bukti-bukti
secara obyektif mengenai asersicasersi tentang berbagai tindakan dan
kejadian ekonomi untuk” menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-
asersi tersebut depgan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikai
hasilnya kepata/para pemakai yang berkepentingan.
Menurut Halim (2008: 7-9) konsep dasar audit diuraikan menjadi
7 eleriien yang harus diperhatikan dalam melaksanakan audit, yaitu:
a. Proses sistematis
Auditing merupakan rangkatan proses dan prosedur yang
bersift logis, dan terstruktur serta terorganisir.
b. Menghimpun dan mengevaluasi bukti secara obyektif
Hal ini berarti bahwa proses sistematis yang dilakukan

terscbut merupakan proses untuk menghimpun bukti-buktt yang
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mendasari asersi-asersi yang dibuat oleh individu maupun entitas.
Auditor kemudian mengevaluasi bukti-buktt yang diperoleh tersebut.
Baik saat penghimpunan maupun pengevaluasian bukti, auditor
harus obyektif. Obyektif berarti mengungkapkan fakta apa adanya
yang senyatanya, tidak bias atau tidak memihak dan tidak
berprasangka buruk terhadap individu atau entitas yang membuat
representasi tersebut.
c. Asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi

Asersi merupakan suatu pernyataan, atau spatu rangkaian
pernyataan secara keseluruhan, oleh pihak.yang bertanggung jawab
atas permnyataan tersebut. Untuk audit/laporan keuvangan historis,
asersi merupakan pernyataan rianajémen melalui laporan keungan
sesuail dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Asersi-asersi
meliputi informas1” yang terkandung dalam Iaporan keuangan,
laporan operasi internal, dan laporan biaya maupun pendapatan
berbagai ‘pusat pertanggungjawaban pada suatu perusahaan. Jadi,
aser, ataw” pernyataan tentang findakan dan kejadian ekonomi
merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, dan penyampaian
informasi ekonomi yang dinyatakan datam satuan nang.

d. Menentukan tingkat kesesuaian (degree of correspondence)

Hal ini berarti penghimpunan dan pengevaluasian bukti-bukti
dimaksudkan untuk menentukan dekat tidaknya atau sesvai tidaknya
asersi-asersi tersebut dengan criteria yang telah ditetapkan. Tingkat

kesesuaian tersebut dapat diekspresikan dalam bentuk kuantitatif
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maupun kualitatif. Bentuk kuantitatif contohnya persentase
pencapaian penjualan bila dibandingkan dengan penjualan yang
dianggarkan; Bentuk kualitatif contohnya kewajaran laporan
keuangan.
e. Kriteria yang ditentukan
Kriteria yang ditentukan nmemrupakan standar-standar
pengukur untuk mempertimbangkan (judgement) asersi-asersi atau
representasi-representasi. Kriteria tersebet dapat berupa pnnsip
akuntansi yang berterima umum atau standar akuniansi keuangan,
aturan-aturan spesifik yang ditentukan olech badan legislatif atau
pihak lainnya, anggaran atau ukuran ldip kinerja manajemen.
f. Menyampaikan hasil-hasilnya
Hal int berarti hasiihasil audit dikomunikasikan melalui
laporan iertulis yanp, mengindikasikan tingkat kesesuaian antara
asersi-asersi dan-Cnieria yang telah ditentukan. Komunikasi hasil
audit tersebit dapat memperkuat mavpun memperiemah kredibilitas
representasi atau pernyataan yang dibuat.
B, Parapemakal yang berkepentingan
Para pemakai yang berkepentingan mermpakan para
pengambil keputusan yang menggunakan dan mengandalkan
temuan-temuan yang diinformasikan melalui laporan audit, dan
laporan lainnya. Para pemakai tersebut meliputi investor maupun

calon investor di pasar modal, pemegang saham, kreditor maupun

35

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



13/40996.pdf

calon kreditor badan pemerintahan, manajemen, dan public pada
umumnya.
Sedangkan menurut Miller dan Bailley:

“An audit is a methodical review and objective examination of an item,

including the verification of specific information as determined by the

auditor or as established by general practice. Generally, the purpose of
an qudit is to express an opinion on or reach a conclusion about what
was audited”.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa setidaknya
ada 3 elemen fundamental dalam auditing, yaitu:

a. Seorang auditor harus independen. Pada defines merfunt APC jelas
dikemukakan secara eksplisit tentang “independensi tersebut.
Sedangkan pada dua definisi yang lain independensi tercermin dari
kata-kata obyektif.

b. Auditor bekerja mengumpilkan bokti (evidence) untuk mendukung
pendapatnya. Pada definisi menurut APC, bukti tersebut tercermin
dari kata pemerikSaan’ (examination). Dan pada dua definisi yang
sudah lebih eksplisit.

c. Hasil'pekerjaan auditor adalah laporan (report).

Laporan merupakan hasil yang disampaikan auditor kepada
pengguna laporan keuangan. Adapun model auditingnya dapat

ditunjukkan pada Gambar 2.2. berikut
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Pernyataan Kriteria yang diterapkan
{Assertions) (Established Criteriu)

Tingkat
kesesuaian

{degree of
Corresondence}

Penyampaian Hasil
(Communicating
Result)

Para Pemakai
(interested User)

Gambar 2.2. ModelAuditing
Sumber: AbdulHahi{2008: 9)

Istilah audit banyak dipérgunakan orang untuk berbagai keperluan
antara lain audit lingkungan, audit sumber daya manusia, audit
perlengkapan darisebagainya. Secara umum audit yang merupakan suzatu
kegiatan oleh, pihak pengaudit terhadap pihak lain untuk memberikan
penildian-kesesuaian antaia apa yang telah dilaksanakan dengan apa yang
sehardsnya dilaksanakan. Sebagaimana pengertian audit (dalam
Anonimous, 2005: 7), berikart:

“Auditing adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk meyakinkan
tingkat kesesuaian antara suatu kondisi yang menyangkut kegiatan dari
suatu entitas dengan kriterianya, dilakukan oleh auditor yang kompoten
dan independen dengan mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti
pendukungnya secara sisternatis, analitis, kritis, dan selektif, guna

memberikan pendapat ataw simpulan dan rekomondasi kepada pibak-
pihak yang berkepentingan.”
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Dalam pelaksanaan audit tujuan umum yang hendak dicapai
adalah memberikan informasi yang obyektif kepada pihak-pihak yang
berkepentingan tentang pelaksanaan kegiatan sesuatu entitas dan menilai
kesesuaiannya antara kondisi dan kesesuaiannya. Orang atau Instanst
yang mendapat tugas melakukan audit disebut auditor. Instansi terdin
atas lembaga pemerintah, sepertt Aparat Pengawas Internal Pemerintah
(APIP). Yang terdin dan BPKP, lfjen, Bawasda, dan fembaga non
pemerintah seperti Kantor Akuntan Publik (KAP). Instansi pengawas
negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pada pelaksanaan auditing harus memegang prinsip independen,
artinya memposisikan diri dari sudut pafdang yang tidak bias dalam
melaksanakan pengujian audit, mengevaluasi hasilnya, dan menerbitkan
laporan audit. Prinsip ini menjadiydemikian penting mengingat bahwa
hasil pekerjaan audit yahg dilakukan oieh auditor sangat tergantung
kepada sikap auditor-itu sendin. Mandat audit yang dimiliki oleh fungsi
audit internaj ~juga” memegang peranan penling atas efektivitas
keberadaan fungsi audit internal tersebut. Fungsi andit internal di
lingkungan pemerintah atau sektor publik umumnya tclah di tetapkan
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini biasanya
tertuang dalam tugas pokok dan fungsinya yang memuat kewenangan
atau otoritas dan tanggung jawabnya. Di samping itu, kewenangan fungsi
audit internal juga diatur oleh peraturan perondang-undangan lain yang

terkait dengan penugasannya,
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Pelaksanaan auditing juga mengenal etika auditing. Untuk
memahami apa itu etika sesungguhnya kita perfu membandingkannya
dengan moralitas. Baik etika dan moralitas sering dipakai secara dapat
dipertukarkan dengan pengertian yang sama begitu saja.etika berasal
dari kata Yunani ethos yang berarti “adat istiadat” atau ‘kebiasaan”.
Dalam pengertian ini etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik,
baik pada diri sendiri mauvpun kepada orang lain atau kelompok
masyarakat. Sedangkan moralitass berasal darikata mores berarti ‘adat
istiadat * atan ‘kebiasaaan”. Jadi,dalam pengertian harfiahinya etika dan
moralitas sama sama berarti sistem nilai tentahg bagaimana manusia
harus hidup baik sebagai manusia yang telal diinstitusionalisasikan
dalam sebuah adat kebiasaan yang/terwujud dalam pola perilaku yang
terulang dalam wakte yang-—fama sebagaitmana layaknya sebuah
kebiasaan.

Etika dalam pengertian kedua dapat diremuskan sebagai refleksi
kritis dan rdaasional mengenai: a) nilai dan norma yang menyangkut
bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia dan mengenai (b)
masalah ‘masalah kehidupan maaanusia dengan mendasarkan din pada
nilai dan norma-norma moral yang umum diterima.

Hal ini dikarenakan etika adalah refleksi kritis terhadap
moralitas, maka etika tidak bermaksud membuat manusia bertindak
sesuai dengan moralitas begitu saja. Etika memang pada akhimya
mengharapkan agar orang bertindak sesuai dengan nilai dan norma

moral yang beriaku,tapi kesesuaian itu bukan karena semata mata karena
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tindakan yang bailk itu diperintahkan oleh moralitas (oleh nenek
moyang, oleh orang tua, oleh guru,bahkan oleh Tuhan) melainkan oleh
dirinya senditi dan sarar bahwa hal itu memang baik bagi dirinya dan
orang lain.

Pekerjaan audit intemal telah berkembang menjadi suatu profesi
yang di butnhkan oleh berbagai pihak, terutama pimpinan unit
kerja.salah satu persyaratan suatu profesi adalah di milikinya kode etik
dan standar pekerjaan. Tujuan utama suatu profesi adalah memberikan
pelayanan yang baik terhadap para pelanggannya dan'selama profesi
tersebut mamapu mempertahankan citra dan\ kualitas pelayananya
makaprofesi tersebut tetap ada dan di btubkan. Sebaliknya jika tidak
marapu mempertahagnkan citra positif danmanfaat bagi para pengguna,
niscaya organisasi profesi itd” fidak akan dapat mempertahankan
keberadaanya dan pada’akhumya akan lenyap. Demikian pula, standar
pekerjaan merupakan suatu vkuran minimal yang harus di capat oleh
scorang anggofa, profesi dalam menjalankan tugas keprofesianya.
Kualitas ‘pekefjaan di tentukan oleh tercapai tidaknya hasil pekerjaan
terhadap” standar yang telah di tetapkan. Hasil pekerjaan yang tidak
memenuhi standar kualitas yang telah di tetapakan tidak akan di
gunakan clah para pengguna yang pada akhimya akan lenyap pula. Jadi
kode etik dan standar audit merupakan dua hal yang sangat penting
dalam melakasanakan tugas keprofesiannya dan yang pada akhirnya
yang harus dicapai adalah di perolehnya kepercayaan masyarakat atas

hasilpekerjaan audit yang di laksanakan.
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Sebagaimana dalam buku sistem administrasi Negara Republik
Indonesia (SANRI, 1996:74) pengawasan di bagi dalam 4 (empat) jenis,
yaitu: pengawasan melekat (wasakat), pengawasan fungsional (wasnal),
pengawasan legislatif (wasleg), dan pengawasan masyarakat (wasmas).

Pengendalian (control) yang merupakan bagian dalam sistem
yang saling berkaitan dengan audit. Pengertian pengendalian di atas
adalah pengertian dalam arti yang sempit yang sering disebut sebagai
pengecekan internal (internal check). Maksudnya adalah suata kegiatan
yang dilaksanakan oleh sesecrang diawasi oleh oring\lamn, sehingga
tercipta suaty pengendalia. Bennett (dalam “Anenimous, 2005:17)
mendefinisikan pengecekan internal sebagai berikut:

"4 system of internal check may beé defined as the coordination 6f a
system of accounts and relates office procedures in such a manner that
the work of one employee indeperidently perfoming hism own prescribed
duties continually check the yuork of another as fo certain elements
involving the possibility of fraud”.

Diterjemahkan:

“Suatu sisteni pengecekan intern dapat didefinisikan sebagai koordinasi
suatu system akuntan dan prosedur terkait sedemikian rupa schingga
seorang pegawai yang melaksanakan tugasnya secara independen dan
terustménefus tercek (teruji) oleh pekerjaan pegawai lain untuk
meyakinkan apakah elemen terkait dengan kemmmgkinan adanya
kecurangan.”

Pengawasan dalam konteks pelayanan, tidak terlepas dengan
tujuan pelayanan yang ingin dicapai. Kegiatan pengawasan dalam
konteks pelayanan tidak hanya menemukan kesalahan yang telah
terjadi, akan tetapi yang lebih penting adalah ingin meluruskan,

menyempurnakan prosedur, baik yang bersifat preventif

pengendalian maupun represif. Dengan demikian, pengawasan
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merupakan fungsi manajemen yang mendukung keberhasifan
pelayanan.

Pada dasarnya prinsip-prinsip mekanisme pengawasan dalam
pelayanan adalah sama dengan manajemen pengawasan lainnya,
sebagaimana dinyatakan oleh Sujanto (1987:23) bahwa kekhususan
pengawasan bidang pelayanan hanyalah terletak pada obyeknya.
Adapun obyek tersebut yang menentukan standar atau tolck ukur
yang digunakan. Pokok-pokok mekanisme pengawasan terjadi dari
serangkaian tindakan yang pada hakikatnya meliputi4 kegiatan
pokok, antara lain: menentukan stapdan_atav tolock ukur
pengawasan, menilai atau mengukur ‘kenyataan yang sebenarnya
terhadap obyek pengawasan, membandingkan fakta (temuan) yang
dijumpai dengan standar yang -ielah ditetapkan dan akhirnya
melaporkan kepada pimpinan-disertai kesimpulan dan saran mengenai
tindakan perbaikan.yang diperlukan.

Dalars,_kegiatan pengawasan, langkah-langkah atau prinsip-
prinsip ‘pengawasan adalah sebagai berikut:

a. Penentuan standar atau tolok ukur. Merupakan ukuran atan patokan
untuk membandingkan dan menilai apakah kegiatan atau pekerjaan
yang diawast itu berjalan sesuai dengan yang semestinya atau tidak.
Standar ini pada dasarnya mengandung 3 (tiga) aspck yang perlu
mendapatkan perhatian, yaitu: Rencana yang telah ditetapkan atau

hasil yang ingin dicapai. Dalam hal pelayanan, standar ini dapat
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berupa kualitas hasil layanan, target wakmu pelayanan, dan target
kemanfaatan pelayanan.

b. Pengamatan fakta dilapangan (obyek pengamatan). Merupakan
tahap kegiatan yang penting dalam proses penting dalam proses
pengawasan, karena masukan yang diperoleh merupakan dasar
pengambilan tindakan perbaikan serta penentuan kebijakan lebih
lanjut sangat tergantung dari kegiatan in, yaitu dalam memberi
masukan sclanjutnya. Seorang yang baik, akan menghasilkan
masukan yang baik, yaitu laporan hasil pemenksaan yang benar--
benar dapat menggambarkan secara jelas ‘dan Cermat kenyataan
vang sebenarnya mengenai obyek ‘ang diawasi, disertai saran-
saran yang tepat mengenai tindakan Korektif yang diperiukan.

c. Membandingkan fakta dengan standar yang ditentukan. Meskipun
proses ini digambarkan secara tersendiri, tetapi dalam praktik
pengawasan proses int sebenamya mulai dilakukan pula pada saat
kegiatarf, pengawasan terhadap obyek pengawasan. Pada saat
seorang -pengawas memeriksa atau mengamati obyek yang
dilapangkan secara otomatis setiap melihat suatu fakta, pikirannya
pasti diarahkan pada standar pengawasan yang telah ada. Dan
dirinya harus dapat menarik kesimpulan, apakah fakta tersebut
telah sesuai atau tidak dengan yang scharusnya, yaitu standar
pengawasan. Proses membandingkan ini dilakukan secara

lebih mendalam dan sistematis pada saat pengawas menyusun
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laporan hasil pemeriksaan dengan lebih cermat dan melihat
standar yang telah ada.

d. Perumusan saran perbaikan dan tindakan korektif. Fase ini
merupakan tahap terakhir dalam rangkaian mekanisme atau proses
pengawasan, yaitu lebih dikenal sebaga: fase pengambilan tindakan
korektif. Pengambilan tindakan korektif sebagai tindak lanjut
pengawasan ini penting untuk dilakukan, karena meskipun
pengawas  telah  berhasil mengungkapkan kenyataan yang
sebenarnya tentang obyek yang diawasi, tetapi pimipinan yang
bersangkutan tidak mengadakan tindakan“korektif sebagaimana
mestinya, maka sebagai pengawds wibawanya akan turun dan
kegiatan pengawasan menjadikurang ada artinya.

Sejalan dengan hal di‘afas, Hogetts (1982:166) merumuskan
langkah-langkah proses/pengawasan dalam suatu sistem input-output
sehingga dapat diketahui sejauh mana keberhasilan pencapaian tujuan

dapat dilaksasakan déngan masukan yang memadai, seperti pada Gambar

2.3. benikiat 1ni:
INPUT
Mo Formulaetion of implemen Evaluation of QUTPUT:

ne
y the plan t Action the results L
Objectives
Machin
Corrective Feedbock
Step in the

Process Information

Gambar 2.3. Proses Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan
Sumber - Hodgetts (1982: 166)
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Dalam proses pengawasan tersebut, yang lebih ditekankan adalah
sejauh mana umpan balik hasil pengawasan dapat dimanfaatkan untuk
perbaikan pelaksanaan kegiatan atau sebagat masukan dalam penyusunan
rencana Kegiatan baru. Selanjutnya langkah-langkah dalam proses
pengawasan tersebut disusun sebagai berkut:

a. Stablishing Standard, yaitu suatu langkah menetapkan ukuran atau
patokan serta cara bagaimana cara mengukur hasil kerja yang telah
dilaksanakan.

b. Comparing performance, yaitu berusaha membaitdingkan hasil
pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai dengan standar yang iclah
ditentukan sebelumnya.

c. Corrective Performance, yaitp/suvatyupaya untuk metthat sejauh
mana pelaksanaan pekerjain-{€lah sesuai dengan ukuran atau standar
dan sejaul mana penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi.

d. Establishing effective” feedback, yaitu menetapkan scjauh mana
umpan balik’ hasil pengawasan dari pelaksanaan pelayanan pekerjaan
dapat\dijadikan masukan penyusunan rencana dan tindak lanjutnya.

Dengan demikian maka pengawasan tidak semata-mata mencari
kesalahan lalu mengadakan tindakan pada para pelaksana yang
melakukan penyimpangan. Pengawasan dimaksudkan tidak sekadar
mencari dan menemukan kesalahan-kesalahan, tetapa iebih dari itu,
pengawasan ingin membantu para pelaksana untuk memperbaiki

kesalahan-kesalahan yang dilakukannya.
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Konsep lain pengawasan dikemukakan oleh Mockler (dalam
Handoko, 2001:31) bahwa pengawasan sebagai suatu wusaha
sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-
tyjuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik,
membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang tetah ditetapkan
sebelumnya, menentukan dan  mengukur  penyimpangan-
penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperiukan
untuk menjamin bahwa semua sumber daya organisasi dipergunakan
dengan cara paling cfektif dan efisien dalam péncapaian tujuan-
tujuan organisasi. Sedangkan menurut Siagian, (1997), pengawasan
diartikan sebagai proses pengamataf /siapa pelaksana seluruh
kegiatan organisasi untuk menjaminvagar semua pekerjaan yang
sedang dilakukan berjalan “s€shai dengan rencana yang telah
ditentukan sebelumnya’“Lebik lanjut Newman (dalam Manullang,
1977) menyatakan;

“Control is dsstrance the performance conform to plan.”

Sesuai dengan ’batasan-batasan yang telah dikemukakan, pengawasan
dapat'diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa
yang sudah dilaksanakan, mengoreksinya, bila perlu dengan maksud
supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Menurut Sockarno (dalam Anonimous, 2005:15), tujuan
pengawasan adalah:

a. Untuk mengetahui sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang

digariskan atau tidak;
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b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan
instruksi serta azas-azas yang telah diinstruksikan;

c. Untuk mengetahui kesulitan dan kelemahan dalam kena;

d. Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan efisien;

e. Untuk mengetahui jalan kelvar, bila temyata dijumpai kesulitan-
kesulitan, kelemabhan-kelemahan atas kegagalan-kegagalan ke arah
perbaikan.

Dari pendapat terurai di atas dapatlah disimpulkan bahwa tujuan dari

pada pengawasan adalah untuk mengetahui apakah pekerjaan telah

dilaksanakan sesuai dengan perencanaan,, “dan apabila teadi
penyimpangan akan dilakvkan koreksi démi-tercapainya efisiensi yang

iebih besar.

4. Tajuan dan Pelaksanaan Audit
Menururt Kell“dan Boynton, (dalam Halim, 2008:5) dikemukakan
bahwa audit ddpat diklasifikasikan berdasar tujuan dilaksanakannya audit.
Yaitu: (1) Audit’ laporan keuangan (financial statement audit), (2) Audit
kepatuhan {compliance audit), dan (3) Audit operasional (operational
audir) yang dijelaskan seperti di bawah ini:

a. Audit laporan kevangan (Financial Statement Audit )
Audit laporan keuangan mencakup penghimpunan dan
pengevaluasian bukti mengenai laporan kenangan suatu entitas dengan
tujuan untuk memberikan pendapat apakah laopran keuangan telah

disajikan secara wajar sesuai cniteria yeng telah ditentukan yaitu
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prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU). Jadi, ukuran
kesesnaian laporan kevangan adalah kewajaran (fairness). Kriteria
utama yang digunakan adalah prnsip akuntansi yang berterima
umum. Audit laporan keuangan ini dilakukan oleh eksternal auditor
biasanya atas permintaan klien, kecualt dalam audit laporan keuangan
BUMN yang dilakukan oleh BPK atau BPKP. Audit tersebut bukan
atas permintaan klien, tetapi BPK atau BPKP memiliki hak untuk
melakukan pemeriksaan berdasarkan peraturan yang ada. Hasil audit
akan disajikan dalam bentuk tertulis yang disebit laporan auditor

independen seperti Gambar 2.4. berikut:

Laporan Prinsip Akuntansi Yang
Keuvangan Berterima Umum
{Assertions) (Established Criteria)

Wajar?
{degree of
Corresondene)

/ Laporan Audit /

Gambar 2.4. Model Audit Laporan Keuangan
Sumber: Halim (2008: 13)

b. Audit kepatuhan (Compliance Audit)
Audit kepatuhan mencakup penghimpunan dan pengevaluasian
bukti dengan tujuan untuk menentukan apakah kegiatan financial

maupun operasi tertentu dari svatu entitas sesuai dengan kondisi-
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kondisi, aturan-aturan, dan regulasi yang telah ditentukan. Kriteria

yang ditentukan tersebut dapat berasal dari berbagai sumber seperti

manajemen, kreditor, maupun lembaga pemerintahan. Ukuran

kesesuaian audit kepatuhan adalah ketepatan (correctness), misalnya:

ketepatan SPT-tahunan dengan undang-undang pajak penghasilan.

Hasil audit kepatuhan tersebut biasanya disampaikan kepada pihak

yang menentukan kriteria tersebut dapat dilihat'pada Gambar 2.5.

berikut:

SPT-Tahunan
{Assertions)

Benar?
{degree of

Undang-Undang Pajak
Penghasilan
(Established Criteria)

Corresondence)

/ Laporan /
|

Pemerintah
(Interested User)

Gambar 2.5. Mcdel Audit Kepatuhan

Sumber: Halim (2008: 14)

¢. Audit operasional (Operational Audit)

Audit operasional meliputi penghimpunan dan pengevaluasian

bukti mengenai kegiatan operasional organisasi dalam hubungannya

dengan tujuan pencapaian efisisensi, efektivitas, maupun kehematan
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operasional. Efisisensi adalah perbandingan antara masukan dan
pengeluaran, sedangkan efektivitas adalah perbandingan antara
keluaran dengan target yang sudah ditetapkan. Dengan demikian yang
menjadi tolok ukur dalam audit operasional adalah rencana, anggaran,
dan standar biaya atau kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Tujuan audit operasional adalah menilai prestasi,
mengidentifikasikan kesempatan untuk perbaikan, dan membuat
rekomendasi untuk pengembangan dan perbaikan, serta tindakan lebih
lanjut. Audit operasional sering disebut juga dengan management
audit. Ukuran kesesuaian yang digunakan, adalah keefisienan,
keefektifan, dan kehematan/keekonorfisan, misalnya apakah suatu
kegiatan atau program telah dildksanakan secara efisien, efekiif dan
ekonomis. Auditor diharapkah imelakuakan observasi obyektif dan
analisis komprehensif atas'operasi tertentu perusahaan. Mode! dapat

ditihat pada Gambar 2.6. berikut:

Realisasi Penjualan Target Penjua_lan
{Assertions) (Established Criteria)

Dekat?

< (degree of
Corresonde)

e

Manajemen
(Interested User)

Gambar 2.6. Model Audit Operasional
Sumber: Halim (2008: 14)
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Menururt Kell dan Boynton {(dalam Halim, 2008: 17) bila dilihat
dari sisi untuk siapa audit dilaksanakan, auditing dapat juga
diklasifikasikan menjadi tiga yaitu: (1) Audiling eksternal, (2) Auditing
internal, dan (3) Auditing sektor publik.

a. Auditing Eksternal; Auditing eksternal merupakan suatu kontro! sosial
yang memberikan jasa untuk memenuhi kebutuhan informasi untuk
pihak luar perusahaan yang diaudit. Auditornya adalah pihak lvar
perusahaan yang independen. Pihak di luar perusgzhaan yang
independen adalah akuntan publik yang telah diakui” oleh yang
berwenang untuk melaksanakan tugas tersebuis Akuntan publik tidak
hanya memberikan jasa auditing tefapi/jugd memberikan }asa-jasa
yang lain. Auditing ini pada umtimnya bertujuan untuk membreikan
pendapat mengenai kewajaran laporan kenangan. Auditor tersebut
pada umumnya dibayar eleh manajemen perusahaan yang diperiksa.

b. Auditing Internal;” Auditing internal adaiah svatu controi organisasi
yang mngukir, dan mengevaluasi evektifitas organisasi. Informasi
yang dihasilkan, ditujukan untuk manajemen organisasi itu sendiri.
Auditor sering disebut auditor internal, auditor internal bertangguog
jawab terhadap pengendalian intern perusahaan demi terapainya
efisiensi, efektifitas dan ekonomis serta ketaatan pada kebijakan yang
diambit oleh perusahaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
fungsi auditor internal adalah membantu manajemen dalam

meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan perusahaan.
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c. Auditing Sektor Publik; Auditing sector publik adalah suatu kontroi
atas organisasi pemerintah yang memberikan jasanya kepada
masyarakat, seperti pemenntah pusat maupun pemerintah daerah.
Audit dapat mencakup audit laporan keuangan, audit kepatuban
maupun audit operasional. Auditornya adalah auditor pemerintah dan
dibayar oleh pemerintah.

Pelaksana akuntan publik memiliki standar protesional akuntan
publik (1Al, 2001) disebutkan ada lima tipe standar yang dikodifikasikan,
yaitu: standar auditing, standar atestasi, standar jasa akuntansi‘dan Review,
standar jasa konsultasi, dan standar pengendalian-must
a. Standar Auditing. Merupakan paduan “audit atas laporan keuangan

historis. Standar auditing terdiri“dani ‘10 standar dan dirinci dalam
bentuk Pemnyataan Standar auditing (PSA). Dengan demikian PSA
merupakan penjabarant ‘lebilk lanjut masing-masing standar yang
tercantum dalam-standar auditing. PSA berisi ketentuan-ketentuan dan
panduan utamia, yang harus diikuti oleh akuntan publik dalam
melaksaniakan perikatan audit. Kepatuhan terthadap Pernyataan Standar
Aundiiing yang dikeluarkan oleh Dewan bersifat wajib {mandarory) bagi
anggota IAl yang berpraktik sebgai akuntan publik.

b. Standar Atestasi. Adalah memberikan rerangka untuk fungsi atestasi
bagi jasa akuntan publik yang mencakup tingkat keyakinan tertinggi
yang diberikan dalam jasa audit atas laporan keuangan historis,
pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, serta tipe perikatan

atestasi lain yang memberikan keyakinan yang lebih rendah (review,
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pemeriksaan, dan prosedur yang disepakati). Standar atestasi terdini dan
11 standar dan dirinci dalam bentuk Pemnyataan Standar Alestasi
(PSAT). PSAT merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing
Standar  Atestasiadalah Interprestasi Pemyataan Standar Atestasi
(IPSAT), yang merupakan interprestasi resmi yang dikeluarkan oleh
dewan PSAT.

¢. Standar Jasa Akuntasi dan Review. Adatah standar jasa akuntansi dan
Review memberikan rerangka untuk fungsi nonatestasi bagi jasa
akuntansi publik yang mencakup jasa akuntansi dan réview. Standar
jasa akuntasi dan review dirinci dalam bentuk, Pemyataan Standar Jasa
Akuntansi dan Review (PSAR). Termaksddi.dalam pemyataan standar
akuntansidan review adalah interpietasi’resmi yang dikeliarkan oelh
dewan terhadap ketentuan-keténivan yang diterbitkan olch Dewan
dalam PSAR.

d. Standar Jasa Korstliasi. Adalah memberikan panduan bagi praktisi
yang membérikan jasa konsulatasi bagi kliennya melalui kantor akuntan
publiks, Jasa konsultasi pada hakikatnya berbeda dari jasa atestasi
akuman publik terhadap asersi pihak ketiga. Dalam jasa atestasi, para
praktisi menyajikan suatu kesimpulan mengenai keandalan suatu asersi
tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain, yaitu pembuat asersi
(asserter).

e. Standar Pengendalian Mutu. Adalah memberikan panduan bagi kantor
akuntan publik di dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang

dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang
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diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik dan Aturan
Etika Komportemen Akuntan publik yang di terbitkan oleh
Komportemen Akuntan publik, Ikatan Akuntan Indonesia.

Pada pelaksanaan audit, auditor akan menentukan prosedur
auditing yang akan dilakukan dengan tujuan bukti audit akan diperoleh
oleh auditor. Pemilihan prosedur dilakukan saat tahap perencanaan audit.
Pemilihan prosedur aunditing mempertimbangkan efektivitas potensial
prosedur dalam memenuhi tujuan spesifik audit,dan biaya untuk
melaksanakan prosedur tersebut. Dalam (IAl, 2001:127): Auditor
melakukan prosedur audit dengan tujuan: {a) mendapatkan peinahaman
entitas dan lingkungannya termasuk pengefidalian internal untuk menilai
nisiko salah saji material pada level laporankeuangan dan asersi {prosedur
penilaian resiko), (b) untuk menguji kecfektifan operasi dan pengerdalian
dalam mencegah dan mendeteks) salah saji material pada level asersi (tes
pengendalian), dan (£) Uniuk mendukung asersi atau medeteksi salah sajt
yang material padd level asersi (tes substansial)

Ada‘beberapa pilihan tindakan yang potensial dalam prosedur audit
yang dapat-digunakan auditor untuk mengumpulkan bukti audit. Prosedur-
prosedur tersebut adalah:

a. Inspeksi Terhadap Dokumen dan Catatan
Inspeksi terhadap dokumen dan catatan terdiri dari
pemeriksaan dokumen-dokumen dan eatatan baik dari sumber internal
maupun cksternal entetis, dalam bentuk kertas (paper form) maupun

elektronik,atan media lain. Dua istilah penting dalam kegiatan
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inspeksi terhadap dokumen dan catatan adalah pengusutan (tracing)
dan penelusuran (voucing). Dalam melakukan pengusutan (tracing),
auditor (1) memilih dokmﬁen sumber suatu transakst yang diperiksa
dan (2) menentukan bahwa informasi dari dokumen tersebut telah
dicatat dengan benar dalam catatan akutansi (jurnal dan buku besar).
Dengan demikian arah pengujian dan dokumen ke catatan akutansi.
Prosedur ini dapat mendeteksi adanya understatement dalam catatan
akutansi, dengan demikian merupakan prosedur yang penting untuk
mendapatkan bukti terkait dengan asersi kelengkapan. Untuk
meningkatkan efektifitas dari prosedur ini,“\klicn dapat membuat
dokumen vang diberi nomor serial (serially.prenumbered documents).

Sedangkan kegiatan _fenclsoran (vouching) arahnya
merupakan kebalikan dant'-penyusutan (fracing), yang meliputi
kegiatan (1) pemiliham, ayat jumal dalam catatan akutansi dan (2)
mendapatkan serta”menginspeksi dokumen yang menjadi dasar ayat
jurnal dalam/tujuannya untuk menentukan validitas dan keakuratan
dan {ransaks: tercatat. Sebagai contoh, dalamn melakukan pengujian
keterjadian penjualan, auditor dapat memilih transaksi dan jurnal
penjualan dan menelusur transaksi tersebut ke dokumen pendukung
seperti bill of lading dan costumer order.

b. Inspeksi terhadap aktiva berwujud

Kegiatan inspeksi terhadap aktiva berwujud meliputi

pemeriksaan fisik asset. Prosedur ini memberikan pengetabuan bagi

auditor untuk mendapatkan bukti atas asersi keberadaan dan kondisi
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fisik. Meskipun prosedur ini dapat memberikan bukti mengenai asersi
keberadaan suatu asset fisik, namun tidak menjamin validitas dari
asersi hak entitas (entity's rights) serta asersi penilaian atas asset fisik
tersbut.
c. Observasi

Observasi meliputi kegiatan mengamati pelaksanaan sejumlah
proses atau prosedur yang dilakukan oleh karyawan klien.
Aktivitasnya bias merupakan proses rutin dari suatu jenis transaksi
seperti prosedur penerimaan kas, prosedur penghitungan” persediaan
fisik yang dilakukan oleh karyawan perusahaan, unittk melihat bahwa
karyawan telah melakukan kegiatan terSebut S¢suai dengan kebijakan
dan prosedur yang telah ditetapkan pérusahaan. Dengan demikian,
subjek dari kegiatan observasi adalah orang, prosedur atau proses.
Berbeda dengan kegiatan inspekst aktiva berwujud di mana yang
menjadi subyek. peéngamatannya adalah obyek itu sendin (asset
berwujud).{ Pari “kegiatan observasi ini, audiior mendapatkan
pemahamati langsung mengenai bukti audit.

d. Pengajuan Pertanyaan

Pengajuan pertanyaan dapat dilakukan secara lisan maupun
tertulis, kepada pihak-pihak internal perusahaan seperti manajemen
atau karyawan, untuk mendapatkan informasi keuangan maupun
nonkeuangan. Misalnya auditor ingin mencari informasi tentang
keusangan persediaan atau kolektibilitas piutang. Auditor juga

dapatmengajukan pertanyaan kepada penasihat hokum klien untuk
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mendapatkan informasi nonkeuangan seperti apakah terdapat tuntutan
dari pihak ketiga kepada klien, atau untuk mendapatkan informasi
mengenai ada tidaknya kewajiban bersyarat. Aktifitas ini
menghasilkan bukti lisan maupun bukti yang berbentuk pertanyaan
tertulis.
e. Konfirmasi

Merupakan jenis spesifik dan pengajuan pertanyaan, yang
memungkinkan auditor untuk mendapatkan informasi langsung dari
sumber indenpenden (pihak ketiga) di luar organisasi klien. Pada
umumnya, klien membuat permintaan kepada )pihak luar secara
tertulis, yang mana auditor mengawasi’ pengirimannya, atau auditor
yang mengirimkan permintaan kOnfirmasi, lalu balasan konfinnasi
(sebagai bukti konfirmasi){ dam pihak keliga selanjutnya dikrim
langsung kepada audifcr. Contohnya adalah permintaan konfirmasi
kepada debitur uhtuk) mencocokan saldo piutang usaha. Konfirmasi
digunakan dalam proses audit karena buktinya bersifat objektif dan
berasal dan pihak yang independen.

f _Rekalkulasi

Rekalkulasi meliputi kegiatan perhitungan (pengecekan
kembali) keakuratan matematis dari dokumen atau catatan. Auditor
biasanya mengpunakan software audit untuk melakukan rekalkulasi
seperti footing terhadap catatan (file) piutang usaha dan mencocokan
kesesuaiannya dengan saldo total pada buku besar. Contoh lain

rekalkulasi adalah terkait perhitungan saldo jumal, biaya
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depresiasi,biaya bunga akrual, dan skedul perhitungan amortisasi
diskon atau premium pada utang obligasi.
g. Melakukan Ulang (Reperformance)

Melakukan ulang adalah eksekusi auditor independen atas
prosedur atau pengendalian yang telah dilakukan oleh klien sebagai
bagian dard system pengendalian intemnal perusahaan. Misalnya
auditor melakukan ulang prosedur customer credit check untuk
transaksi penjualan untuk menentukan apakah pelanggan layak
menerima sejumlah kredit pembelian tertentu berdasarkan batas
maksimum (ketersediaan) kredit yang diberikan pada saat transaksi
diproses.

h. Prosedur Analitis

Terdin dar kegiatan-fnempelajari dan membandingkan data-
data kevangan maupun non kevangan yang saling berhubungan
(melakukan perbandingan-perbandingan iaporan keuangan). Prosedur
ini mencakup pérhitungan dan penggunaan rasio-rasio sederhana,
analisis, vertikal atav laporan perbandingan, perbandingan antara
jumlah actual dengan data historis atau anggaran, dan penggunaan
model-mode] matematika dan statistika seperti analisis regresi.
Prosedur analitis menghasilkan bukti analitis.

i. Teknik Audit berbasis computer (Computer-Assisted Audit
Techniques/CAAT)
CAATs menggunakan soffware audit untuk melakukan

berbagai prosedur audit. Jika catatan akutansi klien dipelihara dalam
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media elektrinik, maka auditor dapat menggunakan CAATs untuk

melakukan pekerjaan-pekerjaan berikut ini:

1) Melakukan perhitungan dan perbandingan yang digunakan dalam
prosedur analitis

2) Memilih sampel piutang usaha untuk konfirmasi

3) Melakukan scan file untuk menentukan bahwa semua dokumen
berseri telah ditotal saldo

4) Membandingkan elemen-elemen data pada dokumen yang berbeda
untuk menecek kesesuaiannya {misalnya harga pada surat tagihan
penjualan sesuai dengan master file harga-yang lelah diawtorisasi)

5) Melakukan ulang berbagai aktivitas- perhimingan, misalnya
menjumiahkan buku besar /pembditu piutang usaha atau file
persediaan.
Prosedur auditing dapat diklarifikasikan atas tiga kategori, yaitu:

a. Prosedur untuk, ‘memperolch pemahaman structur pengendalian
internal, , Pemahaman struktur pengendalian  intern  merupakan
pengetzhuan mengenai lingkungan pengendalian, sistem akutansi dan
prosedur pengendalian yang dipandang perlu auditor untuk
merencanakan audit,

b. Pengujian pengendalian, penguwjian pengendalian merupakan
pengujian yang ditujukan terhadap rancangan dan pelaksanaan suato
kebijakan atau prosedur struktur pengendalian intern untuk
menetapkan keefektivitasannya untuk mencegah dan menemukan

salah saji material dalam suatu asersi laporan keuangan.
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c. Pengujian substantive, merupakan pengujian rinci dan prosedur
analitis yang dilakukan untuk menemukan salah saji material dalam
saldo rekening, golongan transaksi, dan unsur pengungkapan laporan
keuangan.

Berbagai macam kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dan
dijalankan oleh entitas ada beberapa yang bepar-benar relevan dengan
audit atas laporan keuangan. Relevansi kebijakan dan prosedur terhadap
audit atas laporan keuangan misalnya adalah kemampuan satuan usaha
untuk mencatat, memproses, mengikhtisarkan, dan| mélaporkan data
keuangan sesuai dengan asersi yang termuat dalam/ laporan keuangan.
Ada beberapa yang tidak relevan seperti kebijakandan prosedur mengenai
efektivitas proses pengambilan kepdtusan’ manajemen tertentu, missal
tentang penentuan harga produk ‘yang layak, penentuan besamya aktivitas
pengikianan, dan lain-laio: Hal tersebut memang penting bagi entitas
namun tidak berkaitan Jangsung dengan audit atas laporan keungan,
sehingga tidak perlu dipertimbangkan. Standar Profesional Akuntan Publik
SA 319« memberikan pengaduan tentang pertimbangan auditor atas
pengendalian intern klien dalam audit terhadap laporan keuangan.

Struktur Pengendalian Intern (SPI) adalah suatu hal yang sangat
memegang peranan penting dalam auditing. Oleh sebab itu pertama perlu
diketahui defenisi tentang SPI tersebut. Pada Standar Profesional Akuntan
Publik pada SA 319. par 06 dikemukakan bahwa pengendalian intern
adalah suatu proses yang dijalackan oleh dewan komisaris, manajemen,

dan personel lain entilas yang didesain untuk memberikan keyakinan
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memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a)
keandalan pelapor keuangan, (b) efektivitas dan efisienst operasi, (c)
kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian struktur pengendalian intern merupakan
rangkaian proses yang dijalankan entitas, yang mana proses tersebut
mencakup berbagai kebijakan dan prosedur sistematis, bervariasi dan
memiliki tujuan utama;

2. Menjaga keandalan pelaporan keungan entitas
b. Menjaga efektifitas dan efisiensi operasi yang dijalankan
¢. Menjaga kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku.

Ikatan Akuntan Indonesia melalui seKs? ini’khususnya memberikan
panduan tentang pengimplementasian(standar pekerjaan lapangan kedua
yaitu: “Pemahaman yang memadai.atas Struktur pengendalian intern harus
diperoiech untuk merencan@kan audit dan menentukan sifat, saat, dan
lingkup pengujian yang 2kan dilkaukan”. Standar tersebut diatas dapat
disimpulkan bahwa auditor harus melaksanakan prosedur audit yang juga
meliputi prosedur untuk memperoleh pemahaman struktur pengendalian
intern.\Fokus yang divtamakan dalam standar pekerjaan lapangan kedua
tersebut adalah pentingnya struktur pengendalian intern dan komponen-
komponen yang ada dalam suatu entitas. Auditor berkepentingan untuk
memperoleh bukti yang cukup atas struktur pengendalian infern klien. Hal
int disebabkan karena struktur pengendalian intern merupakan salah satu

tipe bukti andit.
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Pengendalian intern penting bagi manajemen dan auditor dalam
berbagai literature yang berkaitan dengan pengendalian intern karena:

a. Lingkup dan ukuran entitas bisnis semakin kompleks. Hal ini
mengakibatkan manajemen harus mengandalkan laporan dan analisis
yang banyak jumlahnya agar peranan pengendalian dapat berjalan
efektif.

b. Pemeriksaan dan penelaahan bawaan dalam sistem yang baik
memberikan  perlindungan terhadap kelemahan manusia dan
mengurangi kemungkinan kekelirnan dan ketidak | beresan yang
tejadi.

c. Pengendalian intern yang baik akan menpgurangi beban pelaksanaan
audit sehingga dapat mengurangi/biaya-ataupun free audit.

Auditor berkepentingan ~antuk memperoleh pemahaman atas
struktur pengendalien imtern, 'yang akan digunakan kemmudian untuk
metakukan penaksiraf resiko pengendalian untuk asersi yang terdapat
dalam saldo  ékdn, golongan transaksi, dan komponen pengungkapan
dalam laporan Keuangan. Setelah memperoleh pemahaman dan menaksir
resiko \péngendalian, auditor dapat mencari pengurangan lebih lanjut
tingkat nisiko pengendalian taksiran untuk asersi tertentu. Pemahaman
auditor terhadap pengendalian intern ini berkenaan dengan standar
pekerjaan lapangan kedua.

Kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk memberikan
keyakinan memadai bahwa tujuan tertentu suatu entitas akan tercapai

akan terlihat melalui system yang disebut struktur pengendalian intern
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entitas (satuan usaha). Sasaran perusahaan dapat berupa sasaran financial
maupun nonfinancial. Sasaran financial yang umum dapat berupa
keakuratan dan ketepatan pelaporan keuangan kepada pemegang saham
atau BAPEPAM-LK. Sasaran financial yang khusus dapat berupa
perbaikan aliran kas masuk, dan pendapatan per lembar saham (earning
per share). Sasaran non financial antara lain meliputi pengendalian
kualitas, pengembangan produk, penelitian pasar, dan sebagainya.

Struktur pengendalian intern mempunyai kaitan erat dengan
auditor. Auditor mempunyat kepentingan dengan kebijakan dan prosedur
sasaran finansial, Istilah kebijakan adalah kerangka yang telah ditetapkan
oleh manajemen untuk mencapai sasaran dipansial. Sedangkan prosedur
adalah langkah-langkah khusus, yang ada.didalam kebijakan, yang harus
diamati.

Sebagaimana telalisdikemukakan terdahuhi bahwa tidak semua
kebijakan dan prosedur’yang tercakup daiam strukiur pengendalian intern
relevan dengax audit-Kebijakan dan prosedur yang relevan dengan audit
adalah kebpyakan dan prosedur mengenai kemampuan entitas dalm
mengolah “data transaksi menjadi informasi laporan keuangan, dan
kebijakan serta prosedur lainnya yang menyangkut data vang dipakai
auditor dalam menerapkan prosedur audit misalnya data statistik
penjualan untuk dipakai dalam prosedur analitik.

Konsep pengendalian yang dibicarakan dalam bab ini dapat
diterapkan baik | untuk sistem pengolahan data manual mavpun

terkomupterisasi atau Electronic Data Processing (EDP). Sistem manual
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biasanya dipakai dalam perusahaan kecil. Sedangkan sistem EDP banyak

digunakan dafam bisnis pemanufakturan internasional dan perusahaan

multi nasioanl dan atau mengglobal. Di samping itu, pengendalian
mempunyai sifat yang dinamis. Pengendalian tidak bersifat statis.

Perubahan kondisi lingkungan mungkin akan mengakibatkan perlunya

modifikasi atas struktur pengendalian.

Setiap organisasi yang didirikan apapun bentuk dan jenis usahanya,
pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan merupakan bentuk
pemyataan mengenai kegiatan yang dianggap peting demgan tingkat

cpentingan pada lingkup kehidupan suatu / perusahaan  atau

organisasi/instansi. Hal ini dikarenakan Aujuan merupakan bentuk
pernyataan yang mempunyai kepentingan/paling tinggi pada organisasi,
maka semua sumber daya yang ‘ada)dalam organisasi harus dioptimalkan
agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pada dasarnya tujuan
perusahaan dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu :

a. Tujuan baky oOrganisasi, yaitt twjuan yang dirumuskan dengan
memperhitungkan keseluruhan tantangan dan atau kepentingan yang
mungkin dibadapi. -

b. Tujuan situasional organisasi, yaitu tujuan yang diromuskan dengan
memperhitungkan tantangan atau kepentingan yang mnyata-nyata
dihadapi.

Jadi tujuan perusahaan, baik itu tujpan baku maupun tujuan
sitnasional pada dasarnya dirumuskan dengan memperhitungkan adanya

tantangan, baik yang mungkin aka terjadi maupun yang nyata-nyata
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terjadi. Hal ini disebabkan karena sesungguhnya tantangan itu bersumber

pada kepentingan, artinya setiap kali akan memenuhi suatu kepentingan

pasti akan menghadapi tantangan. Tantangan yang dihadapi setiap kali

akan memenuhi kepentingan ada 2 {(dua), yaitu:

a. Tantangan untuk mengenali produk yang perlu disediakan untuk
memenuhi kebutuhan sehubungan dengan kepentingan dimaksud.

b. Tantangan untuk mengenali bagaimana menyediakan produk yang
dimaksud.

Munculnya 2 (dua) tantangan yang berupa “mengenahi produk yang
perfu disediakan” dar “bagaimana cara menyediakan produk”, pada setiap
kali zkan memenuhi kepentingan, dapat dipahami karena pada hakekatnya
kepentingan itu bermuara pada kebutuhdn dan setiap kebutuhan dipenuhi
dengan produk. Adanya 2 (dud)ytujuan perusahaan, yaitu tijuan baku dan
tujuan situasional yang “dua-duanya mendasarkan rumusannya pada
kepentingan, jelas<bahwa” kepentigan-kepentingan itulah yang terlebih
dahulu perlu dikenali:

Kepentingan-kepentingan yang dijadikan dasar perhitungan
perusabdan dalam merumuskan tujuan bakunya 8 (delapan), yaitu:

a. Kepentingan pemilik modal

b. Kepentingan kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan
¢. Kepentingan pelanggan

d. Kepentingan karyawan

e. Kepentingan rekanan

f. Kepentingan pemerintah
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g. Kepentingan masyarakat, dan
h. Kepentingan pelestarian lingkungan hidup.

Delapan kepentingan tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan satu
sama lain dengan kata lin kedelapan kepentingan tersebut tidak dapta
berdiri sendiri. Dengan dikenalinya kepentingan-kepentingan tersebut,
maka dapat dikenali pula sasaran pokok perusahaan, dan dengan
memahami bahwa kepentingan itu bermuara pada kebutuhan dan
kebutuhan tersebut dipenuhi dengan adanya produk, makajelaslah bahwa
untuk memenuhi kedelapan kepentingan tersebut. diperlukan adanya
produk. Mengingat kedelapan kepentingan itu tidak dapat berdiri sendin,
maka sasaran pokok yang periu dikenali‘hariya ada satu yaitu “produk™
yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan.

Diantara delapan kepenftingan; vaitu keseluruhan kepentingan yang
diperhitungkan dalam perumusan tujuan baku perusahaan, maka yang
merniliki tingakat{ kepenfingan tertinggi yaitu kepentingan terhadap
“kelangsungan \pemdsahaan”. Kepentingan int dianggap tertinggi karena
dengan terpentthinya kepentingan tadi, maka kepentingan yang lainya pasti
akan “efpenuhi. Adapun produk yamng diperlukan untuk memenuhi
kebutuhan schubungan dengan Kepentingan kelangsungan hidup dan
perkembangan perusahaan adalah laba. Jadi sasaran baku (pokok)

perusahaan adalah laba.
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5. Fungsi Audit
Fungsi audit yang dilakukan oleh Bawasda meliputi 12 fungsi
menurut hubungan antarsubunit kerjanya. Dengan adanya kedua belas
fungsi tersebut, maka Bawasda harus memiliki arah tujuan kegiatan
pengawasan yang dilakukannya. Adapun penjelasan ke-12 fungsi menurut
Luhgiatno (2006:7-10) tersebut adalah sebagai berikut:
a. Fungsi Transaksi (F0)

Fungsi transaksi yang dilakukan pada fungsi audit ini
ditunjukkan dengan pengawasan pada selurth--kegiatan yang
mempengaruhi posisi keuangan daerah. Adapun-fungsi transaksi ini
biasanya diukur menggunakan satuan uéng. Fungsi transaksi dapat
dikatakan kuat dan valid jika dilengkapi dengan buktt fisik yang
selanjutnya disebut dengancbukti-iransaks:.

Hal di atas menunjukkan bahwa Bawasda memliki fungsi
pengawasan kepada-semua kegiatan transaksi yang ada di wilayah
kerjanya. Adapdn fungsi transaksi ini dapat digambarkan dari dua
faktor, antara lain:

1. Eaktor internal: kualitas SDM, pelaksanaan reviu, produk yang
dihasilkan, kondisi sarana dan prasarana, dana, metode kerja, serta
program umum dan tindakan turun tangan.

2) Faktor eksternal: obyek yang diperiksa dan tuntutan masyarakat di
wilayah kerjanya.

Kedua faktor tersebut akan mampu menggambarkan fungsi transaksi

di Bawasda.
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b. Fungsi Perebutan Pelanggan (F1)

Fungsi perebutan pelanggan dalam konteks Bawasda ini
merupakan fungsi penunjang dengan tingkat kepetingan satu tingkat
lebih rendah dibanding fungsi transaksi. Hal ini dikarenakan fungsi ini
merupakan langkah Bawasda untuk merekrut calon auditor yang akan
mendaftar di lingkungan Bawasda yang sangat ditentukan oleh
perebutan pelanggan. Tercapainya kontrak kerja sama ini bergalntung
dari kesiapan fungsi percbutanf pelanggan yang berarti merupakan
sebuah kesiapan dari calon auditor. Adapun fungsi perebutan
pelanggan ini dipengaruhi oleh dua faktor (antara fain:

1) Faktor internal: produk, auditer,, dana, instansi pemerintahan,
pedoman pengawasan, serta program umum dan tindakan turun
tangan.

2) Faktor eksternal®\badaii pengawas yang lain disebut pesaing dan
pemerintah.

Kedua faktortersebut akan mampu menggambarkan fungsi perebutan

palanggan di lingkungan Bawasda.

c. “Eungsi Produksi (F2)

Fungsi ini merupakan fungsi penunjang dengan tingkat
kepentingan satu tingkat lebih rendah dibanding fungsi transaksi.
Adapun fungsi ini memberikan owtpws berupa produk yang akan
mampu menggambarkan kinerja Bawasda. Adapun faktor-faktor yang

terlibat pada penyelenggaraan fungsi produksi ini terdiri atas:
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1) Faktor internal: rencana produksi, dana, kegiatan pengawasan,
auditor, dana, serta program umum dan tindakan turun tangan.

2) Faktor eksternal: badan pengawas lain di lingkungan wilayah kerja
yang disebut pesaing.

Kedua faktor tersebut akan mendeskripsikan fungsi produksi di

Bawasda. Produk yang dihasilkan Bawasda berupa laporan yang harus

dikirim ke instansi pusat.

d. Fungst Perencanaan Pemasaran (F3)

Fungsi ini juga menunjang fungsi transaksi: Dalam fungsi ini,
merupakan sebuah fungsi untuk merencdnakan sebuah peinasaran
vang akan dilakukan Bawasda. Adapupn\pemasaran tersebut adalah
dengan melihat posisi Bawasda ‘di” tengah masyarakat. Fungsi
perencanaan pemasaran ini dipergaruhi oleh dua faktor, antara lain:

1) Faktor internal: produk; uang, perlengkapan, dan auditor.
2) Faktor ekstemal: masyarakat.
Kedua faktor”terscbut akan mampun menggambarkan fungsi
perencanaan pemasaran di Bawasda.
e. Fungsi Perencanaan Produk (F4)

Fungsi ini merupakan sebuah fungst yang memiliki andil yang
sangat besar untuk keberlanjutan Bawasda. Hal imi dikarenakan pada
fungsi ini, Bawasda harus merencanakan segala hal yang akan
berkaitan dengan produk yang akan dikeluarkan, yaitu penyusunan

UPKPT (Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan). Adapun
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fungsi perencanaan produk ini dipengaruhi oleh dua faktor, antara

lain:

1) Faktor internal: SDM, data obyek pemeriksaan (masyarakat), dan
rencana kerja.

2) Faktor eksternal: Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah
(APFP) dan kebijakan pengawasan.

Kedua faktor terscbut mampu menunjukkan kondisi fungsi

perencanaan produk Bawasda.

f. Fungst Riset dan Pengembangan Produk (F5)

Fungsi ini merupakan fungsi penfing, Gntuk meningkatkan
kinerja Bawasda. Dalam fungsi ini, yang, dibutuhkan adalah tentang
riset dan pengembangan pada sebuah produk untuk membuat produk
tersebut meﬁjadi l_-:;bih baik. ~Dengan kata lain, fungst ini akan
membuat produk Bawasda menjadi lebih baik. Adapun fungsi ini
dapat dipenganihi oléh’'dua faktor, antara lain:

1) Faktor internal: kualitas SDM, evaluasi, pengiriman produk, serta
program umum dan tindakan turun tangan,

2) Faktor eksternal: masyarakat dan pemerintah dalam hal ini
legislatif.

Adapun kedua faktor tersebut mampu mendeskripsikan tentang fungsi

riset dan pengembangan produk Bawasda.

g. Fungsi Riset Pasar dan Pemasaran (F6)
Fungsi Bawasda ini merupakan fungsi penunjang dari fungsi

nset dan pengembangan produk. Fungsi ini akan digunakan untuk
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menganalisis tentang pengidman produk yang telah dilakukan
Bawasda ke instansi pusat. Adapun fungsi ini dipengaruhi oleh dua
faktor, antara lain:
1) Faktor internal: auditor, dana, sarana dan prasarana, serta program
umum dan tindakan turun tangan.

2) Faktor eksternal: pemerintah.
Adapun kedua faktor tersebut akan mampu mendeskripsikan tentang
fungsi riset pasar dan pemasaran Bawasda.

h. Fungsi Manajemen Personalia (F7)

Fungsi manajemen personahia ini fnergpakan sebuah fungsi
vital yvang ada di Bawasda. Fungsi ini‘merniliki fungsi untuk meongatur
seluruh personal Bawasda melipittipenempatan, pengembangan,
pendidikan, pelatihan, daiilairinya. Dengan demikian, manajemen
personalia ini memeriukan”’SDM yang memahami tentang karakter
personal. Adapun fimgsi ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu:

1) Faktor | internal: penempatan personal, penbinaan, dan
pengembangan.
2)-Faktor eksternal: kebijakan penganggaran dan peraturan tentang
penempatan pegawai.
Adapun kedua faktor iersebut akan menggambarkan tentang fungsi
manajemen personalia di Bawasda.
i. Fungsi Manajemen Peralatan (F8)
Fungsi manajemen peralatan ini dapat digambarkan tentang

cara Bawasda mengelola peralatan (sarana dan prasarana) yang

71

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




13/40996.pdf

dimiliki. Dengan pengelolaan yang baik, maka peralatan tersebut akan

dapat mendukung kegiatan operasional auditor Bawasda dengan

semakin baik. Adapun fungsi manajemen peralatan 1 dapat
digambarkan dari dua faktor, yaitu:

1) Faktor internal: SDM, sarana dan prasarana, dan dana.

2) Faktor eksternal: bantuan dari instansi lain dan tuntutan pengadaan
peralatan (sarana dan prasarana).

Kedua faktor tersebut dapat menggambarkan tentang manajemen

peralatan di lingkungan Bawasda.

j- Fungsi Manajemen Keuangan (F9)

Fungsi manajemen keuangan inivinérupakan fungsi pelengkap
dari fungsi transaksi sebelumriya, Dalam fungsi ini, akan dapat
digambarkan tentang pengelolaan” keuangan yang ada di lingkungan
Bawasda. Hal ini sangat\penting karena pengeloiaan keuangan yang
baik akan membuat Bawasda menjadi febih batk dari segi pengawasan
Jan pengadadn peralatan untuk mendukung tugas operasional auditor.
Fungsiuni dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu:

1) Faktor internal: SDM, sarana dan prasarana, serta dana.

2) Faktor eksternal: dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) dan perhatian Inspektur Jenderal Departemen Dalam
Negeri (Depdagri).

Kedua taktor tersebut mampu mendeskripsikan pengelolaan keuangan

di Bawasda.
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k. TFungsi Akuntansi {F10)

Fungsi akuntansi ini menjadi fungsi pendukung untuk fungsi
manajemen keuangan Bawasda. Hal ini dikarenakan fungsi akuntansi
ini akan membuat pengelofaan keuangan lebih baik dikarenakan
dihitung sesuai dengan ilmu akuntanst. Fungst i dipengaruht oleh
dua faktor, antara lain:

1) Faktor internal: pendapatan, auditor, dana, ketentuan akuntansi,
kelangsungan hidup, dan perkembangan lembaga.

2) Faktor eksternal: masyarakat dan pelestarian lingkungdn hidup.

Kedua faktor tersebut mampu mendeskripsikan/ fungs: manajemen

akuntansi Bawasda.

. Fungsi Manajemen Inti (F11)

Fungsi ini merupakan pendukung fimpsi manajemen personalia.

Manajemen inti ini teéntaig seorang pimpinan Bawasda untuk

keberlanjutan Bawasda'ke depannya. Fungsi ini dipengaruhi oleh dua

faktor, yaitus

1) Faktor  internal: tindakan turun tangan, visi dan misi, dan
peningkatan kinerja.

2) Faktor eksternal: koordinasi pimpinan Bawasda Provinsi Sulawesi
Tenggara dan pengaruh DPRD Kabupaten Wakatobi.

Kedua faktor tersebut akan menggambarkan fungsi manajemen int: di

Bawasda.
Dan penjelasan kedua belas fungsi tersebut, dalam penelitian im

hanya mengambil tujuh fungsi yang menjadi fokus dalam penelitian ini.
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Adapun ketuyjuh fungsi tersebut antara lain: fungsi transaksi, fungsi
perencanaan produk, fungsi riset dan pengembangan produk, fungsi
manajemen personalia, fungsi manajemen peralatan, fungsi manajemen
keuangan, dan fungsi manajemen inti. Ketujuh fungsi tersebut dianalisis
menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities,
Threatsy yang akan menghasilkan sebuah formulasi strategi yang akan

digunakan untuk meningkatkan kinerja Bawasda.

6. Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, \Threats) dan
Formulasi Strategi
Menurut  Rangkuti  (2006:18-19), “analisis SWOT merupakan
identifikasi banyak faktor yang dilakuKdn secara sistematis untuk
merumuskan strategi organtsasi. Adalisis SWOT tersebut didasarkan pada
logika yang memaksimalkari” kekuatan (Stremgrh} dan peluang
(Opportunities), napaun secara bersamaan bertujuan untuk meminimalisir
kelemahan (Wedkness) yang ada dan ancaman (Threats) vang
dimungkiftkan muncul. Analisis SWOT ini membandingkan antara faktor
eksternal (peluang dan ancaman) dan faktor intemnal (kelemahan dan
kekuatan).
Sarosa (2006:30-3!) menambahkan bahwa analisis SWOT
merupakan analisis yang digunakan oleh manajemen organisasi untuk
mengetahus kondisi organisasi saat itu. Adapun pengertian dan elemen S-

W-O-T tersebut adalah sebaga: berikut:
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a. Strength (Kekuatan) merupakan sisi positif yang dimiliki organisasi.
Hal tersebut akan menjadi modal awal yang harus selalu
dikembangkan dan dimanfaatkan dalam setiap perjalanan kegiatan
yang dilakukan organisasi tersebut;

b. Weakness (Kelemahan) merupakan sist negatif organtsasi. Hal in1 ke
depannya akan mengganggu perjalanan kegiatan organisasi. Dengan
demikian, manajemen harus dengan segera menghiiangkan,
mencegah, meminimalisis, atau mengatasi kelemahan-kelemahan
tersebut;

¢. Opportunity (Peluang) berupa aspek positif-yang/merupakan sebuah
reakst dari faktor eksternal (lingkungan) karend status organisasi. Pada
suatu saat nanti, peluang ini dihdrapkan dapat dimanfaatkan dengan
baik. Dengan pemanfaatan tersebut, diharapkan suatu saat nanti
peluang tersebut dapat‘dikonversi menjadi sebuah kekuatan.;

d. Threat (Ancaman) Jmerupakan potenst negatif yang berasal dari
sekeliling ©rgapisasi yang diharapkan threar ini akan dapal diatasi
atay diminimalisir dari awal, agar lidak berubah menjadi kelemahan.
Potensi negatif ini berasal dari reaksi faktor eksternal (lingkungan)
pernsahaan.  diharapkan threat ini  akan dapat diatasi atau
dimintmalisir dar awal, agar tidak berubah menjadi kelemahan,

Adapun alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis
organisasi yang biasa disebut formulasi strategi adalah matriks SWOT.

Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan

ancaman cksternal yang dihadapi organisasi dapat disesuaikan dengan
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kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Menurut Dirgantoro (2007:82),
formulasi strategi merupakan aktivitas-aktivitas yang telah ditentukan oleh
manajemen untuk mencapai sebuah tujuan. Formulasi strateg: erat
hubungannya dengan analisis lingkungan internal maupun cksternal. Jadi,
formulasi strategi akan didapatkan darm hasil analisis SWOT. Adapun
matriks analisis SWOT yang dapat menghasilkna formulasi strategi

tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.7. berikut:

STRENGTH (S) WEAKNESS (W)
Internal 1. I.
List Kekvatan List Kelemahan
2. 2
Eksternal
3 3
OPPORTUNITIES (O) STRATEGI SO STRATEGI WO
1 L. Menggunakan ). Mengatasi
List Peluang kckudtan untuk kelemahan dengan
2. 7. mémanfaatkan 2. memanfaatkan
peluang peluang
3 3 3
THREATS(F) STRATEGI ST STRATEGIWT
a. 1. Menggunakan 1. Meminimalkan
bist Ancaman kekuatan dan kelemahan dan
b. 2. menghindari 2. menghindari
ancaman ancaman
¢ 3. 3

Gambar 2.7. Matriks SWOT
Sumber: (David, 2005:204)
Dari Gambar 2.6. tersebut dapat dilthat bahwa analisis SWOT
menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategis yang di jelaskan
sebagai benikut:
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a.  Strategi SO
Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran organisasi, yaitu
dengan memanfaatkan seluruh  kekuatan internal  untuk
memanfaatkan peluang eksternal.
b.  Strategi ST
Ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang
dimiliki organisasi untuk mengatasi ancaman yang berasal dari juar
organisasi {external).
c. Strategi WO
Strategi ini diterapkan berdasarkan “pernanfaatan peluang
yang ada dengan cara meminimalkani Kelemahan yang ada dalam
organisasi.
d.  Strategi WT
Strategi ini, “didasarkan pada meminimalkan kelemahan
organisas! yangada.sérta menghindari ancaman dari luar organisast
(external).
Hasi! darinformulasi strategi tersebut kemudian akan menjadi hasil yang

akaridiberikan pada obyek penelitian,

C. Kerangka Pikir
Kerangka berpikir merupakan hal yang sangat penting dalam suatu
penelitian. Kerangka berpikir ini disusun berdasarkan proses perolehan
gagasan dan hasil penelitian terhadap permasalahan yang teridentifikasi dari
survei kinerja melalui kualitas hasil audit kinerja yang dilakukan oleh Badan

Pengawasan Daerah Kabupaten Wakatobi.
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Proses alur berpikir mencakup beberapa hal sebagai berikut:

Bawasda
Kabupaten
Wakatobi

1l

Ginerja Bawasda:\

[Re

/u\:l‘-\!..u

Produktivitas:
Kualitas
layanan;
Responstvitas;
Responsibilitas

Akuntabilitas. )

/ Fungsi Audit:

Transaksi;

2. Perencanaan
Produk;

3. Risct &

Pengembangan

[—

produk;
4. Manajemen

Personalia;
5. Manajemen
Periengkapan;
6. Manajemen
Keuangan;

\7. Inti Manajemen,

Gambar 2.8. Kerangka Pikir

Analisis
SwWOT

Kinerja
Bawasda

U

( Fonmulasi
strategi untuk
meaningkatkan
kinerja
Bawasda
Kabupaten
Wakatobi

- J

Sumber: Dwavanto (2002:50), Luhgiatno (2006:7-10), dan David (2005:4)
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BABIII

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Peneclitian
Penelitian ini dilaksanakan pada Satuan Kera Perangkat Daerah
(SKPD) lingkup Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Kabupaten Wakatobi
Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun penelitian dilaksanakan pada bulan Juni

2009 sampai bulan Januari 2010.

B. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam/penelitian int adalah jenis
penelitian deskriptif kualitatif. Menurdf\ Pawito (2008:84-85), peneliiian
deskriptif kualitatif memiliki tujuan tnfuX mendesknpsikan fenomena yang
ada seeara kualitatif dengan”harapan dapat membuka potensi interpretasi-
interpretasi subyektif. Denpgan menggunakan penelitian kualitatif, diharapkan
mampu mendeskupsikan suats  fakta secara menyeiuruh melalui
pertimbangari Kent¢kstual, Selain itu, aktualisasi multilevel analisis akan
dapat dicapai’dengan mengeksplorasi dari segala konteks. Multilevel disini
didefinisikan sebagai banyaknya tingkatan analisis dalam penelitian kualitatif.
Dengan demikian, desain penelitian ini menggunakan desain kualitatif.
Dalam penelitian kualitatif, semua data dan informasi sekunder yang
berkaitan dengan obyek penelitian akan diuraikan secara deskriptif dengan
menggunakan pendekatan sistem, sebagaimana dikemukakan oleh

Hadjisarosa (1997:12) tentang kesiapan 12 fungsi baku.
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C. Operasionalisasi Variabel
Dalam fungsi ini akan dijumpai adanya fungsi yang siap mendukung
fujuan situasional dan fungsi yang kurang siap yang menjadi penghambat
pencapaian tujuan situasional sebagai berikut:
1. Fungsi dan Faktor Terpthih
Penilaian aias kesiapan fungsi baku dalam mendukung pencapaian
Tujuan Situasional akan menghasilkan fungsi terpilih (tidak siap) dan
fungsi tidak terpilih (siap). Penilaian siap dan tidaknya suatu fungsi
didasarkan pada pemilihan fungsi yang benar-benar dominan‘mendukung
atau menghambat pelaksanaan kegiatan yang- dilakukan oleh Badan
Pengawas Daerah Kabupaten Wakatobih /Fungsi yang tidak siap
selanjutnya di sebut sebagai fungsi terpitih.
Adapun fungst terpilih yang akan digunakan dalam perelitian im
meliputi 7 fungsi, antara lain:
a. Fungsi Transaksi;
b. Fungsi Pergngapaan Produk;
c. FungsiRiset’dan Pengembangan Produk;
d. FungsyManajemen Personalia;
e. Fungsi Manajemen Peralatan;
f. Fungsi Manajemen Keuangan; dan
g. Fungsi Manajemen Inti.
Pemilihan ketujuh fungsi tersebut dikarenakan ketujuh fungsi tersebut
termasuk dalam kategori fungsi vang siap dan cukup untuk

menggambarkan tentang kondisi kinerja di Bawasda Kabupaten Wakatobi.
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Dengan demikian, fokus penelitian imi selanjutnya ada pada 7 fungsi
tersebut.
2. Kntena Penelitian

Dalamm menentukan fungsi-fungsi terpilith, penilaian didasarkan
pada standar atau tolok ukur tertentu. Tolok ukur tersebut merupakan
penjabaran 7 fungsi baku yang ada pada Badan Pengawas Daerah
Kabupaten Wakatobi, melalumi faktor-faktor yang diteliti. Adapun fungsi
dan faktor yang di teliti tampak dalam tabel bertkut mnz:

Tabel 3.1. Operasionalisasi Variabel Penelitian

No Fungsi Tolok Ukur
i. Fungsi Transaksi (F0)
a. Faktor internal:

1) SDM; Membuat hasil audit yang baik.

2) Reviu; Diperoleh hasil audit yang
akuntabilitas.

3) Produk; Produk dalam keadaan baik.

4) Sarana dan prasarana; Mampu mendukung tugas
operasional auditor.

5) Dana; Dana mendukung kegiatan auditor.

6) Metod€kerja; Sudah jadi dalam bentuk buku
panduan.

7) Progratn'umum dan Pimpinan langsung turun tangan

tindakan turun tangan. dan memberikan solusi terhadap

permasalahan.

b.\Faktor eksternal:
}) Obyek vang diperiksa; Tanggapan positif dari obyek.
2) Tuntutan masyarakat. Tidak ada tuntutan masyarakat
secara berlebihan,

2. Fungsi Perencanaan Produk
(¥3)
a. Faktor internal:
1) SDM; Mampu menyusun UPKPT dengan
akurat.
2) Data obyek pemenksaan; | Akurasi data obyek pemeriksaan.
3) Rencana kerja. Rencana kerja disusun dengan baik.
b. Faktor eksternal:
1) APIP; Adanya koordinasi antarAPFP.
2) Kebijakan pengawasan. Kebijakan pengawasan yang
diterbitkan sekali setahun .
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3 Fungsi Riset dan
Pengembangan Produk (F4)
a. Faktor internal:

1} SDM; Mampu mengevaluasi hasil
pengawasan.

2) Evaluasi; Evaluasi dilakukan berkelanjutan.

3} Pengiriman produk; Pengiriman dilakukan tepat waktu
(maksimal 7 hari).

4) Program umum dan Koreksi pimpinan terhadap produk

tindakan turun tangan. (LHP dan LHE) Bawasda.
b. Faktor eksternal:

1) Masyarakat; Knitik dan saran yang membangun
dari masyarakat.

2) Legislatif. Tingkat kepedulian yang cukup
tinggi.

4. | Fungsi Manajemen Personalia
(F7)
a. Faktor internal:

1) Penempatan personal; Penempatanpérsonal disesuaikan
depgarfkebutuhan dan kualifikasi
yang diperlukan.

2) Pembinaan dan Dnadakan pendidikan dan pelatihan

pengembangan, yang sesuai dengan tugasnya.

b. Faktor eksternal:
1) Kebijakan penganggaran; | Pendidikan dan pelatiban tetap

dilakukan walaupun anggaran
2) Peraturan teritang sedikit.
penempatan. pegawai. Tegasnya peraturan tentang

penempatan pegawai yang
ditunjukkan dengan adanya sanksi

yang tegas.
5. | Fungsi Manajemen Peralatan
(F8)
asFaktor intemal:

1) SDM; Mampu mengelola
sarana/prasarana, pendidikan DHI,
dan mengikuti KBD.

2) Sarana dan prasarana; Baiknya pengelolaan sarana dan
prasarapa Bawasda.

3) Dana, Dana untuk pengelolaan sarana dan
prasarana cukup.

b. Faktor eksternal:

1) Bantuan dari instansi Bantuan instansi lain yang cukup

lain; dan sesuai dengan kebutuhan

2) Tuntutan pengadaan Bawasda.

sarana dan prasarana. Tuntutan masyarakat tentang
pengadaan sarana dan prasarana
yang dilakukan dengan baik.
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6. | Fungsi Manajemen Keuangan
(F9)
a. Faktor internal:
1) SDM;

2) Sarana dan prasarana;
3) Dana.

b. Faktor eksternal:
1} Dukungan DPRD;

2) Perhatian Inspektur
Jenderal Depdagri.

Memiliki kemampuan di bidang
pengelolaan keuangan.

Sarana dan prasarana yang
mendukung pengelolaan keuangan.
Dana memadai dari anggaran rutin
dan anggaran pembangunan.

Dukungan yang cukup tinggi
dengan ditunjukkan cukupnya
anggaran dana. -

Perhatian yang tinggi pada
pengelolaan keuangan Bawasda,
walaupun dari pusat.

7. Fungsi Manajemen Inti (F11)
a. Faktor internal:
1) Tindakan turun tangan;

2) Visi dan misi;

3) Peningkatan kineja.

b. Faktor ekstemal;

1) Koordinas: pimapinan
Bawasda Provinsi
Sulawest Tenggara;

2) Pengaruh DPRD
Kabupaten Wakatobi.

Pimpinan mendukung perbaikan
kualitas dar tepat mengambil
keputisan.

Vis? dan misi dihafal dan
dilaksanakan.

Pemberdayaan staf yang baik
sehingga selalu ada peluang
peningkatan kinerja.

Pimpinan Bawasda Kabupaten
Wakatobi mampu mengambil
mantfaat dari koordinasi.

Tidak ada oknum yang mempunyai
ambisi pribadi dan mengacaukan
kinerja Bawasda.

Surnber ;Luhgiatno (2006:7-10), diolah Peneliti

D. Subyek Penelitian
Subyek dalam penelitian ini yang sekaligus menjadi responden
penelitian adalah seluruh pegawai Bawasda Kabupaten Wakatobi yang
berjumlah 23 orang. Adapun 23 orang terscbut akan dibagi menjadi 7

kelompok berdasarkan 7 fungsi yang akan diteliti dalam penelitian.
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E. Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah observasi dan
wawancara luas dan mendalam. Disamping itu digunakan data sekunder dan
[aporan Hasii Pemeriksaan dan Laporan Hasil Evaluasi serta data lain yang
relevan dengan penelitian ini. Data tersebut diperoleh darn Badan Pengawas

Daerah Kabupaten Wakatobi.

F. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik penguempulan data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah:
1. Observasi
Dalam observast, peneliti melakikakan pengamatan langsung
terhadap obyek-obyek yang diteliti.
2. Wawancara
Dalam teknik ini,.peneiiti melakukan wawancara atau tanya jawab
terhadap informan smengenai data dan informasi yang berkaitan dengan
obyek yarg diteliti. Adapun informan yang diteliti adalah semua pegawai
Bawasda Kabupaten Wakatobi yang berjumiah 23 orang dan membaginya
dalam 7 kelompok berdasarkan fungsi yang ada dalam penelitian.
3. Dokumentasi
Dalam teknik ini, peniliti dapat memperoleh data dan informasi

sekunder melalui data-data yang telah dikumpulkan terlebih dahulu.
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Dalam menganalisis data, metode yang di gunakan adalah metode

SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threats) yang terdiri analisis

internal (faktor kekuatan dan kelemahan) dan analisis eksternal (faktor

peluang dan ancaman). Hasil dant metode analisis SWOT tersebut kemudian

menghasilkan formulasi strategi yang akan dapat digunakan sebagai masukan

kepada Bawasda Kabupaten Wakatobt untuk meningkatkan kinerjanya.

Adapun metode analisis SWOT tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.1.

berikut:

STRENGTH(S) WEAKNESS (W)
1.
ListKekuatan 9. { ListKelemahan
3,
[ OPPORTUNITIES {O) STRATEGI SO STRATEGI WO
1. 1. -
Menggunakan Mengatasi
s P kekuatan untuk kelemahan dengan
2. Lishpeluzng memanfaatkan 2. memanfastkan
peluang peluang
3. 3.
THREATS (T) STRATEGI ST STRATEGI WT
L. Menggunakan L. Meminimalkan
) kekuatan dan kelemahan dan
2. List Ancaman menghindari 2.|  menghindari
ancaman ancaman
3. 3.
Gambar 3.1. Matriks SWOT
Sumber: (David, 2005:204)
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Dari hasil analisis SWOT tersebut, akan diperoleh formulasi strategi
yang ditunjukkan dengan 4 strategi. Adapun perinciannya sebagai berikut:

1. Strategi SO yaitu sebuah strategi bergerak dengan terus menguatkan
kekuatan Bawasda dan memanfaatkan peluang yang dimiliki.

2. Strategi WO yaitu sebuah strategi stabilitas yang dilakukan dengan
memanfaatkan peluang untuk menutupi kelemahan Bawasda.

3. Strategt ST vyaitu sebuah strategi diversifikasi yaitu dengan mencari
cara lain untuk membuat kekuatan dapat menghindari ancaman yang
memungkinkan,

4. Strategi WT yaitu sebuah strategi bertahan“\dari kelemahan dan

ancaman yang ada.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di bab sebelumnya,
maka kesimpulan vyang dapat diambil adalah bahwa kinerja Bawasda
Kabupaten Wakatobi selama ini belum mencapai hasil yang maksimal.
Dengan demikian, diperlukan adanya peningkatan kinerja berdasarkan 7
fungsi Bawasda sebagat berikut:
1. Fungsi transaksi (F0) dengan melaksanakan stratepi:
a. Meningkatkan jumlah produk;
b. Adanya pemahaman metode kerjd pada’sernua auditor; dan
¢. Pimpinan selalu memberi dukungan bagi staf.
2. Fungsi perencanaan produk'(F4) déngan melakukan strategi:
a. Kebitakan pengawasan dari pemerintah diharapkan memiliki arah;
b. Menyusun(rencana kerja sesuai dengan buku panduan; dan
c. Meniaga terhindarnya tumpang tindih pemeriksaan auditor.
3. Fungsi riser'dan pengembangan produk (F5) dengan melaksanakan strategi
berikut:
a. Meningkatkan latar belakang pendidikan SDM Bawasda di bidang
pengawasan;
b. LHP selalu dievaluasi berulang kali; dan

c. Membuat #ime table dibantu angpota legisiatif agar pengiriman LHP

lebih cepat.
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4. Pungsi manajemen personalia (IF7) dengan melaksanakan strategi:
a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM di bidang personalia;
b. Menempatkan personal sesuai dengan kualifikasinya; dan
¢. Koordinast dengan instansi terkait dalam membantu penyelenggaraan
diklat untuk menghasilkan pegawai yang kompeten.
5. Fungsi manajemen peralatan (F8) yang diperbaiki kinerjanya dengan
melaksanakan strategi berikut:
a. Melakukan negoisasi pada instansi-instansi terkait untuk terus
meningkatkan bantuan;
b. Mencari alternatif lain untuk pengadaan sarana dan prasarana, tidak
hanya mengandalkan dana alokasi Pemda dan bantuan: dan
¢. Melakukan pengelolaan kembali téthadap sarana dan prasarana.
6. Fungsi manajemen kevangan ‘(P9) diperbaiki dengan melaksanakan
straiegi berikut:
2. Peningkalan kualitag) dan kuantitas SDM Bawasda yang bertugas
mengelolatketangan Bawasda;
b. Memaksimalkar dana dari dukungan DPRD dan instansi pusat;
c. Mencari celah dukungan DPRD dan instansi pusat bukan hanya dari
dananya.
7. Fungsi manajemen inti (F11) yang diperbaiki dengan strategi:
a. Hendaknya pimpinan memiliki keyakinan yang teguh dan
memprioritaskan perbaikan Bawasda;
b. Penekanan bahwa visi dan misi Bawasda merupakan tujuan yang

dicapai dan tidak dapat dipengaruhi apapun;
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¢. Peningkatan kinerja harus selalu ditingkatkan sampai visi terwujud;
dan
d. Persatuan seluruh anggota Bawasda harus lebih dijaga pimpinan,

tidak perfu memperhatikan pihak luar yang memprovokasi.

B. Saran-Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat
diajukan peneliti antara lain:

l. Hendaknya manajemen Bawasda senantiasa menjagd kefituhan seluruh
elemen Bawasda terlebih dahulu dengan meningkatkan kualitasnya. Hal
tersebut dilakukan untuk menghindari intéryen$t yang mampu menjadi
ancaman bagi Bawasda.

2. Pengelolaan segala sarana dan prasgrana yang dimiliki harus dilakukan
lcbih maksimal. Dengan/katd Jain, hal ini menuntut agar Bawasda
melakukan penghematan)karena dana dari Pemda dan instansi terkait
tidak dapat diardatkan’sepenuhnya.

3. Adapun sgran untuk penelitian selanjutnya, lebih baik difokuskan pada
satu fungsi mulai dari formulasi strategi sampai implementasinya di
lapangan. Dengan fokus di salah satu fungsi, maka akan diperoleh hasil

penelitian yang lebih baik.
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Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dilakukan secara meluas dan mendalam. yakni setiap
pertanyaan dapat dikembangkan agar diperoleh informasi atau data Bawasda
Kabupaten Wakatobi yang akurat. Adapun beberapa pertanyaan yang selanjutnya

disebut sebagai pedoman wawancara sebagai berikut:

A. Fungsi Transaksi (F0)
Dalam fungsi ini, pedoman wawancara ying digunakan sehagai
berikut:
}. Bagaimana kualitas Sumber Daya Mar(usia (SDM) vang bertugas menjadi
auditor Bawasda Kabupaten Wakatahi?
2. Bapaimana pelaksanaan re%iu ‘yang dilakukan di Bawasda Kabupaten
Wakatobi?

. Bagaimana jumlabr produk Bawasda Kabupaten Wakatobi pada Program

‘)

Kerja PemenKsaan Tahunan (PKPT)?

4. Bagaimana Kondisi sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional
auditor Bawasda Kabupaten Wakatobi?

5. Bagaimana kesiapan dana Bawasda Kabupaten Wakatobi untuk
operasional dan kescjahteraan pegawai?

6. Bagaimana metode kerja yang ada di Bawasda Kabupaten Wakatobi?

7. Bagaimana pengaruh pemimpin di lingkungan Bawasda Kabupaten

Wakatobi?
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8. Bagaimana keadaan obyek pemeriksaan Bawasda Kabupaten Wakatobi?
9. Apakah ada tuntutan masyarakat Wakatobi terhadap Bawasda Kabupaten

Wakatoh?

B. Fungsi Perencanaan Produk (F4)
Adapun pedoman wawancara untuk mengetahui fungsi perencanaan
produk di Bawasda Kabupaten Wakatobi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas SDM Bawasda Kabupaten Wakatobi dalam menyusun
Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT)?

2. Bagaimana keakuratan data obyek pemeriksaath, Bawasda Kabupaten
Wakatobi dan bagaimana cara menjadikar data’tersebut akurat? Kalau
dengon cara koordinasi, apakah ko6rdina$i selalu dilakukan? Tolong
jelaskan!

3. Apakah Bawasda Kabupafen Wakatobi memiliki rencana kerja untuk
melaksanakan fungsi pefencanaan produknya?

4. Bagaimana perafan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) di
lingkungan'Kabupaten Wakatobi?

3. Bagaimana ‘proses pengawasan yang dilakukan Bawasda Kabupetan
Wakatobi agar fungsi perencanaan produk menghasilkan produk yang

baik?

C. Fungsi Riset dan Pengembangan Produk (F5)
Pedoman wawancara untuk fungsi riset dan pengembangan produk ini

adalah sebagai berikut:
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1. Bagaimana kemampuan SDM DBawasda Kabupaten Wakatobi dalam

mengevatuasi hasil pengawasan?

I~

Bagaimana tentang evaluasi yang dilakukan Bawasda Kabupaten

Wakatobi untuk fungsi riset dan pengembangan produk?

3. Berapa lama pengiriman produk yang dibutuhkan oleh Bawasda
Kabupaten Wakatobi?

4. Bagaimana koreksi pemimpin tentang produk Bawasda Kabupaten
Wakatobi?

5. Bagaimana peran masyarakat yang dirasakan oleh BawaSda Kabupaten

Wakatobi?

6. Apakah anggota legislatif memiliki kepedulian terhadap Bawasda?

D. Fungsi Manajcmen Personalia (F7)
Uniuk fungs: manajenién personalia, maka pedoman wawancara yang
digunakan sebagai berikut:
|. Bagaimana periempatan personal di lingkungan Bawasda Kabupaten
Wakatohi’\ Apakah sudah sesuai dengan latar belakang pendidikan dan
keahlrannya?
2. Bagaimana intensitas pembinaan dan pengeinbangan untuk pencapaian

visi dan misi oleh anggota Bawasda Kabupaten Wakatobi?

w9

. Bagaimana kebijakan penganggaran untuk pembinaan dan pengembangan

anggota Bawasda?

4=

. Bagaimana peraturan tentang penempatan pegawai di lingkungan Bawasda

Kabupaten Wakatobi?
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E. Fungsi Manajemen Peralatan (F8)
Untuk fungst manajemen peralatan, pedoman wawancara yang
digunakan adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana kualitas SDM yang bertugas untuk mengefofa sarana dan

prasarana Bawasda?

'h.)

Bagaimana pengeioiaan sarana dan prasarana yang dimiliki Bawasda?

3. Bagaimana anggaran dana yang diberikan pada Bawasda unfuk
pengelolaan sarana dan prasarana yang dimiliki Bawasda?

4. Bagaimana bantuan dari instansi lain di Kabupatefi Wakatobi untuk
Bawasda®?

5. Apakah ada tuntutan dalam pengadaan sarana ddn prasarana yang harus

dimiliki Bawasda? Tolong jelaskan!

F. Fungsi Manajemen Keuangdn (I'9)

Adapun susunan peftanyaan yang akan diberikan kepada narasumber
untuk menjawab (tungsi manajemen keuangan Bawasda adalah schagai
berikut:

1. Bagainiaria-kualifikasi SDM yang bertugas untuk mengelola keuangan di
Bawasda?

2. Bagaimana sarana dan prasarana yang digunakan sebagai dukungan
pengelolaan keuangan yang dimiliki Bawasda Kabupaten Wakatobi?

3. Bagaimana anggaran dana yang diberikan kepada Bawasda dan bagaimana

pengeltolaannya?
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4. Seberapa besar dukungan DPRD dalum membantu pengelolaan keuangan
vang dimiliki Bawasda?
5. Bagaimana perhatian instansi pusat yang diwakili oleh Inspektur Jenderal

Depdagri terhadap pengelolaan keuangan Bawasda?

G. Fungsi Manajemen Inti (F11)
Pedoman wawancara untuk fungsi manajemen inti adalah sebagai
berikut:
1. Bagaimana tindakan pimpinan dalam lingkungan Bawagda?
2. Apakah seturuh auditor Bawasda hafal visi dan misi Bawasda? Sudahkah
mereka memahami dan mampu mengirdpleménlasikan saat bekerja?
Tolong jelaskan!

Apakah peningkatan kinerja mafpt dilakukan di lingkungan Bawasda?

-

Metode apa yang digunakah, pimapinan? Tolong jelaskan!

4. Apakah kedatangan “pithpinan Bawasda Kabupaten Wakatobi ke
koordinasi pimpinan Bawasda seprovinsi Sulawesi Tenggara memiliki
manfaat? Apa‘saja?

5. Apakah\ ‘ada oknum DPRD yang memiliki ambisi pribadi dan

mempengarubi Bawasda Kabupaten Wakatobi?
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Lampiran 2

PEDOMAN OBSERVASI

Peneliti sebelum melakukan observasi agar medapat data atau informasi di

lapanganyang akurat, maka perlu dibuat pedoman umum untuk hal-hal penting

yang akan diobservasi. Meskipun dalam pelaksanaan observasi tetap akan

dikembangkan dilokasi penelitian sesuai dengan kebutuhan tujuan penelitian.

Pedoman observasi sebagai berikut:

1.

(d

10.

11,

12.

Melakukan observasi terhadap gedung Kantor;
Meiakukan observasi terhadap sarana dan prasarana Kantor;
Melakukan observasi terhadap struktur organisasi:

Ohservasi pada personalia yang tertera dalém Striktur organisasi;

- Melakukan observasi terhadap doklmien-dokumen yang berkaitan dengan

pengangkatan atau pengesahan/Struktuf organisasi;

Melakukan observasi terhaddp/dokumen uraian tupoksi ;

Melakukan observasi terhiadap struktur pengaudit dan pengawas;

Melakukan observasiterhadap personalia yang ada dalam struktur pengawas;
Melakukan ebservasi terhadap dokumen kompetensi sumnber daya pengawas;
Mclakukan observasi terhadap dokumen atau bagan alur dan mekanisme
pelaksanaan pengawasan;

Melakukan observasi terthadap dokumen perencanaan dan pelaksanaan
peningkatan kapasitas sumber daya pengawas;

Melakukan observasi terhadap dokumen hasil-hasil kerja pengawasan.
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Lampiran 3

HASIL WAWANCARA

Adapun hasil wawancara ini diperolch dari 23 narasumber yang bekerja di
lingkungan Bawasda. Adapun 23 narasumber tersebut dibagi menjadi 7 kelompok
berdasarkan fungsinya, serta selanjutnya akan disebut AA sampai AW. Hasil

wawancara ini adalah sebagai berikut:

A. Fungsi Transaksi (F0)

Subyek Deskripsi

Rusdin | Bagaimana kualitas SDM yang bertugas menjadi auditor
Bawasda Kabupaten Wakatobi?

AA Cukup memenuhi saya rasa. Tapi yang tingkat pendidikan S1
dan S2 belum memenuhi tinigkatvkésesuaian. Walaupun mereka
sudah memiliki sertifikat-auditor'dan sering mengikuti pelatihan.
Malah lulusan SLTA yang memenuhi.

AB Latar belakang pendidikan’S1 dan S2 belum memenuhi, malah
SLTA yang mem€nuhi, Mungkin pelatihannya kurang.

AC Kualitas SDM malah’'menunjukkan lulusan SLTA lebih unggul.
Hal ini membukiikan bahwa tidak selamanya latar belakang
pendidikan turhal mati dalam menunjukkan keahiian seseorang.
Rusdin | Bagaimana pelaksanaan reviu yang dilakakan di Bawasda
Kahupaten Wakatobi?

AA Waduh, reviu jarang dilakukan pak. Jadi tidak bisa berpendapat
{ctiaiu banyak,

AB Reviu kalau di Bawasda jarang dilakukan karena tidak sustantif,
Coba kalau lebih substantif, pasti sering dilakukan.

AC Di Bawasda Kabupaten Wakatobi, reviu jarang dilakukan
dibanding Bawasda kabupaten lain.

Rusdin | Bagaimana jumlah produk Bawasda Kabupaten Wakatobi
pada PKPT?

AA Jumlah produk selalu sesuai dengan jumlah obyek yang
diperiksa seperti yang tercantum dalam PKPT.

AB Jumlah produk disini yaitu LHP dan LHE seringnya sesuai
dengan jumlah obyck yang diperiksa. Kesesuaian itu juga
didukung dalam PKPT, sechingga keseuaian jumlah produk ini
memberi kekuatan sendiri.

AC Jumlah produk sesuai dengan jumlah obyek yang diperiksa dan
tercantum dalam PKPT.
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! Subyek Deskripsi ~ 5
Rusdin | Bagaimana Kondisi sarana dan prasarana penunjang
kegiatan  operasional auditor Bawasda  Kabupaten
Wakatobi?

AA Ada 3 sepeda motor yang digunakan untuk mendukung tugas
operasional auditor Bawasda,

AB Tiga unit scpeda motor, padahal kan harusnya 4 unit scpeda
motor dan 1 unit mobil. Kondisi sarana dan prasarana ini dirasa
kurang.

AC Saya rasa kondisinya sangat kurang, Bawasda hanya memiliki 3
unit sepeda motor. Tidak ada mobil. Hal ini bisa menghambat.
Rusdin | Bagaimana kesiapan dana Bawasda Kabupaten Wakatobi
untuk operasional dan kesejahteraan pegawai?

AA Dana selalu tersedia, tinggal bagaimana pengelolaannya. Harus
diwanti-wanti untuk tidak melakukan korupsi.

AB Dana yang tersedia untuk kegiatan operasional dafvkesejahteraan
Bawasda sudah tersedia cukup.
AC Dana sefalu ada dan mampu menjadi scbuah kekuatan, asalkan
tidak dikorupsi.
Rusdin | Bagaimana metode kerja yang adali Bawasda Kabupaten
Wakatobi?

AA Metode kerja sudah jelas, apélagi sudah dikentuk dalam buku
panduan juga. Tinggal pemahamannya saja.

AB Metode kerja sudah dibentuk menjadi buku panduan, tinggal
_ pemahaman kepada sehiruh stat.

AC Metede kerja sudah betbéntuk buku panduan.
Rusdin | Bagaimapa pengarvh pimpinan di lingkungan Bawasda
Kabupaten Walkatobi? )
AA Permumpin” mamipu menggerakkan staf unuk menyelesaikan
scgala persoalan. i
AB Tindakan/twrun tangan pemimpin cukup baik sebagai
petidainping pencarian solusi bagi anggota Bawasda.

AC Pemimpin dapat cepat menunjukkan perannya ketika ada
masalah di lingkungan Bawasda.

Rusdin_/ Bagaimana keadaan obyek pemeriksaan Bawasda
Kabupaten Wakatobhi?

AA Masyarakat memberi tanggapan yang positif terhadap hasil
pemeriksaan.

AB Penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan cepat
dilakukan, sehingga masyarakat memberi tanggapan positif.

AC Obyek pemeriksaan atau masyarakat memberi tanggapan positif.
Rusdin | Apakah ada tuntutan masyarakat Wakatebi terhadap
Bawasda Kabupaten Wakatobi?

AA Ada. Terbukti dengan banyaknya surat pengaduan.
AB Pasti ada, tuntutannya sangat banyak.
AC Ada pak.
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B. Fungsi Perencanaan Produk (F4)

e S e e

_ Deskripsi

Rusdin

Bagaimana Kkualitas SDM Bawasda Kabupaten Wakatobi
dalam menyusun UPKPT?

AD

Latar belakang pendidikan Si dan memiitki pengalaman di
bidang perencanaan, membuat faktor SDM ini terlihat kuat.

AE

SDM Bawasda telah memenuhi kualifikasi karena memiliki
keahlian yang sesuai.

Al

Faktor SDM ini sudah sesuai dengan kebutuhan.

| Rusdin

Bagaimana keakuratan data obyek pemeriksaan Bawasda
Kabupaten Wakatobi dan bagaimana cara menjadikan data
tersebut akurat? Kalau dengan cara koordinasi, apakah
koordinasi selalu dilakukan? Telong jelaskan!

AD

Datanya akurat karena merupakan hasil dari koordinasi aparat.
Intensitas koordinasi selalu dijaga untuk menjagiakurasi data.

AE

Akurasi data diperoleh dari hasil koordinasi” antaraparat
pengawasan. Koordinasi dilakukan tergantingkebutuhan data.

AF

Koordmasi menghasilkan akurasi data\yang sesuai schingga
tidak ada tumpang tindih.

Rusdin

Apakah Bawasda Kabupatep “Wakatobi memiliki rencans
Kerja untuk melaksanakan fungsi perencanaan produknya?

AD

Iya dan rencana kerjanya tefthasuk kategori baik.

AE

Pasti punya, apalagi rencana ketjanya dinilai cukup baik. karena
PKPT akurat.

AF

Rencana kerja pasti dimiiiki sctiap organisasi. Adapun rencana
kerja Bawasda ini berada dalam kategori baik.

Rusdin

Bagaimana( peranan APFP di lingkungan Kabupaten
Wakatobi?

AD

Peranadnya untuk menghindari tefjadinya tumpang tindih
pengawasdrt sesama aparat.

AE

APER, selalu melakukan koordinasi, apalagi koordinasinya
SeRarang cukup baik.

AF

APFP sering berkoordinasi sehingga tidak ada pengawasan yang
tumpang tindih.

Rusdin

Bagaimana kebijakan pengawasan yang dilakukan Bawasda
Kabupaten Wakatobi agar fungsi perencanaan proeduk
menghasilkan produk yang baik?

AD

Kebijakan pengawasan dari Mendagri dan Gubernur. Tapi yang
dari pthak Mendagri kurang terasa karena tidak terlalu
mendalam.

AE

Kebijakan pengawasan diterbitkan setiap tahun karena
digunakan schagai dasar penyusunan UPKPT,

Kebijakan pengawasan dari Gubernur dan Mendagri, tapi dari
Mendagri kurang mendalam. Padahal kebijakan tersebut sebagat
dasar penyusunan UPKPT. Harus ditingkatkan itu.
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C. Fungsi Riset dan Pengembangan Produk (F5)

Subyek Deskripsi
Rusdin | Bagaimana kemampuan SDM Bawasda Kabupaten
Wakatobi dalam mengevaluasi hasil pengawasan?

AG Fakior SDM im sudah dapat dikatakan kuat karena telah
memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan.

AH Di bidang pengawasan ada 3 orang yang telah memenuhi
kualifikasi, jadi sudah sesuai SDM untuk fungsi riset dan
pengembangan produk ini.

Al SDM bidang pengawasan ini sudah memenuhi kebutuhan
berdasarkan pengalaman dan latar belakangnya.

Rusdin | Bagaimana tentang evaluasi yang dilakukan Bawasda
Kabupaten Wakatobi untuk fungsi riset dan pengembangan

produk? R
AG Faktor evaluasi terhadap laporan hasil pemériksaan masih
kurang baik.
AH Faktor evaluasi belum memenuhi ketentan, secara keseluruhan,
| jadi masih kurang,
Al 'aktor evaluasi yang dilakukan termas@k kategori kurang baik.

Rusdin | Berzpa lama pengiriman proddk yang dibutuhkan oleh
Bawasda Kabapaten Wakatohi?

AG Waduh, kalau pengiriman produk jauh dan harapan di Bawasda
Kabupaten Wakatobi ini‘pak.

AH Pengiriman produk haruspya maksimal 7 hari, naly ini malah 2
| bulan.

Al Pengiriman produk\jath dari ketentuan, harusnya maksimal 7
hari, tapi disini.pengirimannya lebih dari itu.

Rusdin | Bagaimana kdreksi pimpinan tentang produk Bawasda
Kabupatén Wakatobi?

AG Korekst ini‘bagus karena dilakukan sebelum produk dikirimkan.
AH Koreksi” pimpman dapat dikatakan baik karena dilakukan
sebelum dikirimkan ke bupati dan instansi terkait.

Al Koreksi selalu dilakukan sebelum produk dikirim, ini baik.
Rusdin_/| Bagaimana peran masyarakat yang dirasakan oleh Bawasda
Kabupaten Wakatobi?

AG Tingkat kepedulian masyarakat cukup tinggi karena banyaknya
surat pengaduan.

AH Masyarakat berperan besar dengan memberikan saran dan kritik
lewat surat pengaduan.

Al Sangat tinggi, karena banyaknya surat pengaduan yang masuk.
Rusdin | Apakah anggota legislatif memiliki kepedulian terhadap
Bawasda?

AG Iya, kepeduliannya sangat tinggi.

AH Iya, lewat penghitungan anggaran tidak dibahas sebelum laporan
keuangan direviu oleh Bawasda.

Al Sanga peduli.
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ajemen Personalia (F7)

Subyek | Deskripsi

Rusdin | Bagaimana penempatan personal di lingkungan Bawasda
Kabupaten Wakatobi? Apakah sudah sesuai dengan latar

.| belakang pendidikan dan keahliannya?

A} Penempatan personal tidak berdasarkan latar belakang
pendidikan dan kebutuhan.

AK Penempatan personal lebih ke arah pendekatan manusia.

AL Penempatan tidak sesuai dengan kebutuhan.

AM Penempatan lebih karena pendekatan manusia, apalagi alasannya
pendekatan manusia tersebut dapat dipikir secara logika.

Rusdin | Bagaimana intensitas pembinaan dan pengembangan untuk
pencapaian visi dan misi oleh anggota Bawasda Kabupaten
Wakatobi?

Al Dilakukan sesuai kebutuhan dan tanpa tergantung.dari instansi
lain.

AK Intensitas lumayan tingg! karena diadakan sesuai kebutuhan.

AL intesitas pembinaan dan pengembangan  dilakukan sesuai
kebutvhan berdasarkan masing-nasing'kualifikasi SDM.

AM Intensitas dapat dikatakan seridg,hal ini karena ingin
memberikan kinerja auditor yang lebih baik lagi.

Rusdin | Bagaimana kebijakan penganggaran untuk pembinaan dan
pengembangan anggota Bawasda?

Al Kebijakan penganggaran bergantung pada instansi lain, tapi jika
pembinaan dan peftgembangan dibutuhkan, tetap dilakukan.

AK Kebijakan penganggaran berganiung dari LPPP, BPKP, dan
Bawasda. Tapipembinaan dan pengembangan selalu dilakukan.

AL Kebijakarinya tergantung pada instansi terkait.

AM Pembinaan, dan pengembangan memang membutubkan dana.
tapi ‘trdak’mutlak. Kalau dibutuhkan, ya dilakukan saja, dara
dipikirkan setelah pembinaan selesai.

Rusdin . Bagaimana peraturan tentang penempatan pegawai di
lingkungan Bawasda Kabupaten Wakatobi?

Al Peraturan pencmpatan kurang tegas. Libat saja, tidak sedikit
SDM yang di bidang pengawasan tidak memiliki sertifikat dan
pengalaman vang memadai.

AK Waduh, sangat kurang tegas itu sepertinya penempatan
pegawainya. Kalau memang sudah tugas, tidak akan lagi ada
penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang
pendidikan dan keahlian,

AL Peraturan kurang tegas, jadi pegawai-pcgawai yang ingin
dipindahtugaskan lebih memilih alasan pendekatan manusia
yang dapat dipikir secara logika.

AM Sangat kurang tegas, pemerintah harus merubahnya. Ini mutlak.
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Fungsi Manajemen Peralatan (F8)
| Subyek | Deskripsi

Rusdin | Bagaimana kualitas SDM yang bertugas untuk mengelola
sarana dan prasarana Bawasda?

AN Kualitas SDM sudah cukup baik, salah satunya dengan
kualifikasi pendidikan minimal DIT}.

AO Kualitas SDM cukup baik dalam mengelola sarana dan prasarana
karena SDM sudah pernah mengikuti KBD.

AP Kualitas SDM cukup baik dari pendidikan dan keahlian.

Rusdin | Bagaimana pengelolaan sarana dan prasarana yang dimiliki
Bawasda?

AN Pengelolaannya saya rasa sangat minim.

AQ Saya rasa belum mampu dikelola dengan baik.

AP Gimana mau dikelola dengan baik. terkadang ada auditor yang
tidak jadi melakukan pengawasan karena tidak ‘ada.sarana yang
mendukung,

Rusdin | Bagaimana anggaran dana yang diberikan pada Bawasda
untuk pengelolaan sarana dan prasarana yang dimiliki
Bawasda?

AN Anggaran untuk pengelolaan belurndapat dikatakan cukup.

AO Anggaran tidak cukup, jadi sprgat minim pengelolaannya.

AP Anggaran tidak cukup, sehingga nrenghambat pekerjaan auditor.

Rusdin | Bagaimana bantuan/"dari “instansi lain di Kabupaten

B Wakatobi untuk Bawasda?

AN Bantuan dari instahstdain cukup dan sesuzi dengan kebutuhan
Bawasda.

AQO Bantuan cukiipdan memiliki intensitas vang tinggi.

AP Bantuan ihstansy memang sering, tapi bantuannya iidak selalu
dalam Keadaan besar,

Rusdin | Apakah _/2da tuntutan dalam pengadaan sarana dan
prasarana yang harus dimiliki Bawasda? Tolong jelaskan!

AN Ada, masyarakat menuntut kecepatan penyelesaian kasus,

AO Tnntutan masyarakat selalu ada.

AP Ada, ini menjadi ancaman menyegarakan pengelolaan lebih
baik.

Fungsi Manajemen Keuangan (F9)
Subyek Deskripsi
Rusdin | Bagaimana kualifikasi SDM yang bertugas untuk mengelola
keuangan di Bawasda?
AQ Kualitas SDM sudah cukup baik dengan memiliki sertifikasi. a
AR Sangat baik saya rasa, ada 2 orang yang punya sertifikasi
bendaharawan daerah.
AS Kualitas sudah baik, SDM memiliki pengalaman dan teruji.
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] Subyek | B ) Deskripsi
Rusdin | Bagaimana sarana dan prasarana yang digunakan sebagai
dukungan pengelolazn keuangan yang dimiliki Bawasda

Kabuapaten Wakatobi?
AQ Sangat kurang, hanya ada 2 unit komputer di kantor. o
AR Sarana dan prasarana yang digunakan kurang. harusnya itu

punya 6 unit kemputer dan 8 unit laptop, di kantos hanya ada 2
unit komputer. Sangat jaubh dan sangat kurang.

AS Belum mendukung sama sekali saya rasa.

Rusdin | Bagaimana anggaran dana yang diberikan kepada Bawasda
dan bagaimana pengelolaannya?

AQ Dana selalu tersedia setiap tahun dan seringkali meningkat
jumlahnya.

AR Anggaran dana selalu ada dan selalu meningkat. tapi 2010
kemarin menurun.

AS Anggaran dana selalu dianggarkan, tinggal pengelolaannya saja.
Rusdin | Seberapa besar dukungan DPRD <dalams’ membantu
pengelolaan keuangan yang dimiliki Bawasda?

AQ Dukungan DPRD sangat besar.

AR Besar sckali, bisa dilihat dari anggarap/dana yang didapatkan
Bawasda.

AS Dukungan DPRD selalu adav@anterlihat jelas, yaitu pada
anggaran dana yang dialokéasikan untuk Bawasda.

Rusdin | Bagaimana perhatian” instansi pusat yang diwakili oleh
inspektur  Jenderai  .D¢pdagri terhadap pengelolaan
keuangan Bawasda?

AQ Perhatian dalam ‘bentuk dana memang baik, tapi untuk
pengelolaantiya-sangat kurang,

AR Kalau perbatian” ya bagus, itu anggaran dananya selalu
meningkai'\Tapi kalau perhatian pada pengelolaan keuangan. itu
inasih Sangdt minim.

AS Perhatian hanya dalam bentuk dana, bukan yang lain. Padahal
Kan'pengeloiaan keuangan juga butuh perhatian.

G. Fungsi Manajemen Inti (F11)

Subyek Deskripsi
Rusdin | Bagaimana tindakan pimpinan dalam lingkungan Bawasda?
AT Pimpinan sangat mendukung perbaikan kualitas dalam waktu

yang cepat.

AU Pimpinan sering tepat mengambil keputusan dalam mengatasi
persoalan.

AV Pimpinan selalu berdiri di garda terdepan menyelesaikan

persoalan di organisasinya.
AW Pimpinan mendukung secara totalitas untuk peningkatan kinerja
Bawasda.
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| Subyck Deskripsi

Rusdin | Apakah seluruh auditor Bawasda hafal visi dan misi
Bawasda? Sudahkah mereka memahami dan  mampu
mengimplementasikan saat bekerja? Tolong jelaskan!

AT Tidak. Hanya tahu, belum paham.

AU Yang hafal hanya beberapa, apalagi vang memahami, hanya
segelintir saja.

AV Kalau seluruh, belum ya. Kalau memahami mungkin sudah
seluruhnya, tapi untuk implementasi ini yang kesulitan.

AW Semua saya rasa belum secara keseturuhan. Hal ini perlu

perhatian pimpinan agar anggota Bawasda hafal, paham, dan
mampu mengimplementasikan visi dan misi itn. o
Rusdin | Apakak peningkatan kinerja mampu dilakvkan di
lingkungan Bawasda? Metode apa yang digunakan
pimpinan? Tolong jelaskan!

AT Pimpinan menggunakan metode Jearning by doigg-dan doing by
learning. Ini yang mendorong peningkatan kinerja.

AU Pimpinan memiliki metode tersendirh, “dalam program
pemberdayaan staf, Ini sangat menarike

AV Metode yang digunakan itu learninglby deoing dan doing by
learning. Tapi yang bagus, pemberdayaan ini dilakukan secara
periodik. Jadi ini bermakna keKuaian.

AW Pimpinan memiliki program pemberdayaan staf secara periodik
sekali dalam satu minggu dengan metode yang mampu dipahami
semua anggota. Bagi saya ini'sangat baik.

Rusdin | Apakah kedatangan pimpinan Bawasda Kabupaten
Wakatobi ke (koordinasi pimpinan Bawasda seprovinsi
Sulawesi Tenggara memiliki manfaat? Apa saja?

AT Ada. Pimipinan’” mampu mempelsjari  pimpinan Bawasda |
Kabipaten lain sehingga akan mendapatkan masukan yang lebih
baik.,

AU Jelas.)memiliki manfaat, misalnya dengan mengetahui gaya
Kepemimpinan pimpinan lain yang kinerja Bawasdanya lebih
baik. Itu jelas sangat bermanfaat.

AV Jelas ada, ya bisa berbagi dengan pimpinan Bawasda kabupaten
lain.

AW Manfaat selalu ada, antara lain: bisa berbagi, bisa belajar, dan
lain sebagainya.

Rusdin | Apakah ada oknum DPRD yang memiliki ambisi pribadi
dan mempengaruhi Bawasda Kabupaten Wakatobi?

AT Setahu saya belum ada sih.

AU Waduh, saya bingung nih pak jawabnya. Biasanya sih ada. Ini
yang menjadt ancaman serius bagi Bawasda.

AV [tu sudah biasa pak, tapi kalau sampai mempengaruhi, saya
belum tahu pasti. Oknum sebagai provokator itu sudah biasa.
AW Setahu saya tidak ada pak, kalaupun ada, saya tidak tahu.
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